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RINGKASAN

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu

memerlukan tanah dalam lLehidupannya. Apalagi dengan kemajuan ekonomi pada
sekarang ini, maka makin bertambah banyak dilakukan perbuatan hukum yang
menyangkut masalah tanah. Salah satu yang akan penulis bahas adalah mengenai jual
beli hak milik atas tanah. Didalam melakukan jual beli hak atas tanah diperlukan
adanya jaminan kepastian hak atas tanah tersebut. Untuk memenuhi itulah UU No. 5
tahun 1960 tentang UUPA dalam pasal 19 ayat 1 memerintahkan keoada Pemerintah
untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia.
Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilaksanakan secara
adat yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan cara dibawah tangan. Jual beli ini
sering kali menimbulkan permasalahan didalam masyarakat karena kurangnya
kepastian hukum atas jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai
prosedur pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat dan menurut UU No. 5
tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta bagaimana kekuatan
hukum perjanjian jual beli dibawah tangan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuai umum yang ingin dicapai adalah untuk memenuhi
dan melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk
mengetahui prosedur pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat dan menurut
UU No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk

mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli dibawah tangan.
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data yang digunakan adalah sumber data sekunder, prosedur pengambilan data yang
vang diutamdkain [adalah-$mdikepustakaay. Setelah data terkumpul;|dilakukamanalisa
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digunakan, maka kesimpulan yang tepat diambil berdasarkan fakta yang telah
diuraikan dalam BAB 1L

Perjanjian jual beli secara dibawah tangan ini merupakan jual beli yang
dilaksanakan secara hukum adat yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan
kepala desa tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Seperti yang dilakukan oleh R.
Suroso dengan M. Bakir, Maslichan, dan Abd. Karim. Dalam perkara dipengadilan
mereka (tergugat) dalam eksepsinya meminta supaya hakim memutuskan perjanjian
yang terjadi antara R. Suroso dengan M. Bakir, Maslichan, dan Abd. Karim adalah
tidak sah, karena dilakukan dengan cara dibawah tangan. Hakim dalam putusannya
mengatakan bahwa gugatan para penggugat ditolak karena penggugat tidak dapat
membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Tetapi hakim dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa jual beli tanah yang dilaksanakan oleh . R. Suroso
dengan M. Bakir, Maslichan, dan Abd. Karim adalah sah karena sudah dilakukan
berdasarkan hukum adat yaitu jual beli dilakukan secara riil dan kontan, tinggal
penyelesaian administratif.

Untuk menjamin kepastian hukum atas jual beli tanah sebaiknya para pihak
yang melaksanakan jual beli tanah tersebut melaksamakan jual beli tanah berdasarkan
hukum yang berlaku yaitu melaksanakan jual beli tanah dihadapan pejabat yang
berwenang dalam hal ini PPAT supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas
jual beli tanah yang mereka lakukan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

W1 Purpmsiahae
4 1’,]_’..41"‘5" F:i-gj

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraria yang sebagian besar penduduknya
mempunyai kehidupan dalam lapangan pertanian. Oleh karena itu, masalah pertanian
(agraria) ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan
masyarakat.

Masalah pertanian timbul karena semakin besar angka pertambahan penduduk
membawa akibat pada penyediaan lahan pemukiman maupun lahan pertanian, baik
yang diperuntukkan bagi warga Indonesia maupun warga negara asing. Walaupun
demikian manusia selalu berkewajiban untuk mengadakan perubahan hak kepada
pihak lain, maka sejak itu mulailah seseorang berhadapan dengan apa yang disebut
dengan peralihan hak. Peralihan hak bisa terjadi karena sengaja seperti jual beli, tukar
menukar, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya.

Sejak diundangkannya Undang — Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 tahun 1960, serta penjelasannya dalam
Lembaran Negara No. 2043 dari segi pembangunan hukum patut dibanggakan karena
UUPA merupakan produk nasional.

Dengan berlakunya UUPA telah terjadi perombakan fundamental dalam hukum
agraria. Adanya perombakan tersebut mengakibatkan berlakunya kesatuan hukum
(unifikasi hukum) yang berarti hanya berlaku satu perangkat hukum dan tidak ada
lagi dualisme hukum di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih
memfokuskan pada peralihan hak yang terjadi karena jual beli. Sebagaimana
diketahui bahwa jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sering kali t_erjadi
dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya kehidupan mz{lsyarakat yang selalu
berubah seiring perkembangan jaman. Jual beli tanahpun mengalami perkembangan

dari cara sederhana menuju modemn.
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jual beli tanah yang ada dalam masyarakat ada beberapa bentuk yaitu antara
lain jual beli yang dilaksanakan didepan pejabat vang berwenang. Jual beli yang
dilakukan didepan pejabat yang berwenang maka dikeluarkan suatu surat bukti
adanya jual beli tersebut. Surat ini biasa dikenal dengan akta autentik yang
mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Bentuk lain adalah jual beli dalam lingkungan hukum adat yang dilakukan
didepan kepala adat (desa). Kepala desa ini bertindak sebagai orang yang menjamin
tidak adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku dalam jual beli tersebut. Jadi
bukan hanya sebagai saksi saja. Hal ini berarti bahwa setiap jual beli yang dilakukan
dihadapan kepala desa maka jual beli itu dianggap sah sehingga masyarakat
mengakui keabsahannya. Perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan kepala
desa saja yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat pemerintahan dikatakan
perjanjian jual beli dibawah tangan. Perjanjian jual beli dibawah tangan menghasilkan
suatu bukti perjanjian yang disebut akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan ini merupakan suatu akta yang kekuatan hukumnya tidak
kuat karena tidak diatur dalam perundang-undangan, maka banyak sekali masalah
yang timbul ditengah masyarakat karena akta dibawah tangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih
lanjut mengenai “Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Atas

Tanah Hak Yasan”.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada penulisan skripsi ini, perlu diuraikan mengenai
batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari salah pengertian atau kekaburan dari pokok permasalahan, serta

menghindari pembahasan yang terlalu meluas, sehingga dapat mengurangi nilai
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menyangkut _suatu persoalan kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan

ad

dibawah tangan, perjanjian tersebut dilakukan tanpa dihadapan pejabat yang

berwenang yaitu PPAT, tetapi dilakukan dihadapan kepala desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka penulis dalam membahas skripsi ini akan

dibatasi pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat dan
bagaimana pula menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar
Pokok — Pokok Agraria ?

2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli dibawah tangan?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi

tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat

akademis yaitu untuk :

a

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat mencapai gelar
sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperolek selama masa studi;

Untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan

- 1 1. Tr o1 1. 1L s i damnd Alladiban hahan
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acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

a Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jual beli tanah“ menurut hukum adat dan
juga bagaimana pula menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar
Pokok — Pokok Agraria.

b Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli dibawah tangan.

1.5 Metode Penulisan
Metode penulisan adalah préses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati
masalah, dan mencapai sasaran. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut.
1.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang
mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji beberapa peraturan perundang-
undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang'
dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9).
1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah adalah
sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah sumber data tertulis
yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-

literatur vang diiadikan landasan teoritis vang berkaitan dengan materi dan
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permasaianarn SKripsi il. (KO0NYy Hallitjo SOCHlo, 177000 ).
1.5.3 Metode Pengumpulam Data

Dalam” pengumpulan dan pcngelolaan data dilakukan dengan cara studi
literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang tersedia
di kepustakaan maupun buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau
tulisan yang dapat dijadikan landasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
(Soekanto,1985:14)
1.5.4 Analisa Data

Setelah data yang diperlukan ini terkumpul maka selanjutnya disusun secara
sistematis dan teratur, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan

memakai metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengungkapkan data-data

L%

atau fakta-fakta yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisa menurut landasan
hukum yang berlaku dan berdasarkan teori-teori yang ada, sechingga akan tampak
permasalahannya yang pada akhimya dapat ditemukan penyelesaiannya,
kemudian dapat disimpulkan dan diberikan saran-saran untuk mengatasi
permasalahan yang ada. Setelah dilakukan analisis, kemudian dilanjutkan dengan
melakukan pembahasan terhadap permasalahan. Akhirnya untuk mengakhiri
tulisan ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu
menarik dan menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang

bersifat khusus.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Oktober 1988 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Oktober 1988
dibawah nomor 96/Pdt.G/1988/Pn. Bwi antara lain telah mengemukakan hal-hal
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sebagal DEriKut .

Bahwa penggugat I/ H. Asmuni mempunyai sebidang tanah sawah luas + 2.800
m’ asal beli dart Moh. Bakir/ Tergugat 11 pada tahun 1978, terfetak didukuh Subri
kelurahan Sobo, Kecamatan / Kabupaten Banyuwangi, tanah mana mefupakan
sebagian dari petok No. p.459 persil 62 S.I1I dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara  : Tanah milik Maslichan/P II

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : Tanah petakan P. L. N.

Sebelah barat  : Tanah milik Pak Aswadi

Bahwa Moh. Bakir / T.VII memperoleh tanah tersebut asal beli dari R.Suroso/
T.VI sebagai mana bukti zegel jual beli tetanggal 01 Januari 1978 yang diketahui oleh
Kepala Kelurahan Sobo. Bahwa Maslichan Ali dan Abd. Karim/P.II-III, masing-
masing juga mempunyai selidang tanah sawah asal beli dari R.Suroso/T. VI
(merupakan sebagian dari petok No. F459 persil 62 S.III), dengan bukti zegel jual
beli tertanggal 01 Februari 1978, terletak dalam satu lokasi dengan milik Penggugat I,
jalah di Dukuh Sutri, Kelurahan Sobo, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, dengan
batas-batasnya masing-masing sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Karim/ P.1I

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Asmui/P.1

Sebelah Barat  : Tanah milik Pak Aswadi

Untuk Penggugat 111/ Abd. Karim luas + 1.400 m’

Qahalah I ltara - Qunoat
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Sebelah Timur : Jalan

Sebelah-Selatan : Tanah milik Maslichan/P 111

Sebelah Barat  : Tanah milik Pak Aswadi

Bahwa tiga bidang tanah sawah tersebut diatas, yang sekarang jadi sengketa
antara Penggugat dengan para Terguguat:

Bahwa tiga tanah sawah tersebut pada awal tahun 1978 telah diserahkan oleh
R.Suroso/T. VI kepada tiga orang pembelinya tersebut diatas / P.II-IIl dan T.VII,
yang kemudian kira-kira pada bulan Mei 1978 Moh Bakir/T.VII menjualnya kepada
H. Asmui/P.1 dan kemudian sejak saat itu tanah dikelola secara penuh oleh P.I-11-111
tanpa ada gangguan dari siappapun juga, dan telah dibayar secara patuh kewajiban
PBB nya sejak 1978 sampai dengan sekarang ini.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, pada pertengahan
1988 ini, tanah tersebut dimasuki serta dikuasai oleh para tergugat I-II-11I-1V dan V
atas izin dari R. Suroso/T.VI yang rinciannya sebagaimana foto copy skema
terlampir. Bahwa masuknya para Tergugat I-II-I[I-IV-dan V kedalam tanah milik
para Penggugat/ tanah sengketa. Setelah mereka mengadakan tuttutan kepada T.VI
atas pembelian tanah kaplingan yang ternyata tanahnya sudah tidak ada/dijual lagi
oleh R.Suroso/ T.VI kepada orang lain; antara para Penggugat dengan para Tergugat |
sampai dengan V, sebenarnya tidak ada hubungan hukum sama sekali, seharusnya
para Tergugat | sampai dengan V menggugat tersendiri kepada R.Suroso/ T.VI, tanpa
mengkait milik para penggugat yang sudah tidak ada permasalahan lagi antara
Penggugat dengan R Suroso/T.VI sejak tahun 1978 lewat.

Bahwa para Penggugat berulang kali menyatakan keberatan atas masuknya para
Tergugat I sampai dengan V kedalam tanah milik Penggugat, namun tidak dihiraukan
sama sekali, bahkan tampak adanya paksaan oleh para tergugat I sampai dengan V
untuk menguasai terus atas tanah tersebut. Berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa

para penggugat keberatan atas masuknya pihak tergugat kedalam tanah milik para
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penggugat yang mereka anggap tidak sah karena jual beli yang dilakukan oleh para

pengugat dibawah tangan.

2.2 Dasar Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan dasar hukum antara lain :

. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
a. Pasal 5
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionél dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
a. Pasal 7
1. PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 diangkat dan
diberhentixan oleh Menteri.
2. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat meunjuk
PPAT sementara.
3. Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud ada ayat 1 diatur
dengan Peraturan Pemerintah tersedin.
b. Pasal 37 ayat 1
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan

hukum pemindahan hak dan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang

1 L AL A e Eldiilene Aamoan alda smna dibnat alah PDAT
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yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 19 September 1970 No. Reg. 123/K/SIP/
1970

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 601 /K/SIP/ 1972
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 1082/K/SIP/ 1973
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 72/K/SIP/ 1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 952/K/SIP/ 1974

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perjanjian

Hukum adat kita tidak mengenal azas-azas perjanjian yang berlaku untuk
semua macam perjanjian. Perjanjian yang kita kenal ialah perjanjian yang berbeda-
beda menurut obyeknya dan menurut sifatnya, seperti misalnya jual lepas, jual
gadai, pinjam meminjam dil. Jika menyebut hukum perjanjian adat tentu saja
tidak sama dengan hukum perjanjian barat, atau hukum perjanjian menurut
perundang-undangan sebagai mana terdapat dalam KUH Perdata. Perbedaan mana
adalah disebabkan latar belakang alam fikiran kebutuhan masyarakat yang
melahirkan hukum itu berbeda. Sebagaimana dikatakan Von Savigny (1840:14)
“Das recht nicht gemacht, es ist und wird mid dem volke”, hukum itu bukan dibuat
tetapi ia adalah bersama masyarakat.

Perbedaan yang jelas nampak antara hukum perjanjian barat dengan hukum
perjanjian adat ialah terletak pada dasar kejiwaannya. Prof. Subekti (1963:4)
menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal perjanjian menerbitkan suatu hal perikatan antara dua orang

membuatnya.
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Kemudian Wirjono Prodjodikoro (1960:9) mengemukakan perjanjian adalah
sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam
mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedang
pihak lain berhak menuntut perjanjian itu.

Dengan pengertian demikian dapat diketahui bahwa hukum perjanjian barat
bertitik tolak pada dasar kejiwaaan kepentingan perseorangan dan bersifat
kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat pada dasar kejiwaan kekeluargaan
dan kerukunan dan bersifat tolong menolong. Hukum perjanjian barat menerbitkan
perikatan, sedangkan menurut hukum adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada
tanda pengikat. Kemudian perjanjian menurut hukum adat semuanya menyangkut
hubungan hukuh mengenai harta benda, tetapi juga tetapi juga perjanjian yang
tidak berwujud benda misalnya perbuatan karya budi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sukar sekali untuk membuat peraturan-
peraturan yang lengkap mengenai hukum perjanjian yang berlaku umum. Namun
kiranya hal inipun tidak perlu, bahkan tidak baik pula, sebab dapat menghalang-
halangi perkembangan hukum kita menurut kebutuhan yang nyata dalam masa
sekarang ini.

Pengertian perjanjian bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang
terkadang memberi pengertian yang berbeda. Begitu pula yang terjadi dengan para
pakar dan sarjana hukum. Mereka memberikan pengertian yang berbeda-beda
mengenai perjanjian tersebut sesuai dengan sudut pandang masing-masing.
Sehingga dalam perkembangannya pengertian perjanjian itu berbeda antara satu
pakar dengan pakar yang lainnya.

Menurut Tje’ Aman (1989 : 18) yang menuliskan beberapa pendapat
mengenai perjanjian itu :

1. Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu
perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri

terhadap seseorang lain atau lebih
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2 RM.T. Tirtodiningrat, S.H. berpendapat bahwa * perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang
atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan
oleh Undang-Undang.”

3 Prof R. Subekti.S.H. berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal”

4. Prof. Wiryono Projodikoro, S.H. berpendapat bahwa “perjanjian adalah
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda, kekayaan antara dua
pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedang pihak
lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

5. Pegertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan
bahwa : “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih™.

2.3.2 Macam — Macam Akta

Istilah/pengertian “akta” yang dalam bahasa Belanda disebut “acte/akte” dan
yang dalam bahasa Inggris disebut “act/deed” pada umumnya mempunyai dua arti,
yaitu:

a. Perbuatan/perbuatan hukum (rechthandeling); itulah pengertian yang
luas.

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai /digunakan sebagal bukti
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada
pembuktian sesuatu.

APitlo, mengartikan akta itu sebagai berikut: suatu surat yang

ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat (A. Pitlo 1978 : 52).
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Suatt Guiat) beluid @t Salia) [Adapuri )y d@t svaia fangl Garis [dipgnuhi
supaya suatu surat dapat dikatakan akta adalah:
1. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta

ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi:
“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
termaksud diatas. Atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat
diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyal
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk
dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani
oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Tujuan dari
keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah
memberi ciri atau untiuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda
tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak
mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau
perikatan.

Sesuai dengan peruntukannya sesuatu akta sebagai alat pembuktian
demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan
suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa
hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibuthkan sebagai alat
pembuktian haruslah merupakam peristiwa hukum yang menjadi dasar
dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam
surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan atau jika surat itu
sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi
dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab
tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukii.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu
harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk

menjadi alat bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L Wilpweises. RN ARES  EERETRY TEEREETER . SRR R ' S R g,

segala surat yang tidak diperuntukkan menjadi alat bukti, dan tidak
dipakdi'sebagar atat'pembukian, bukanlak alta.

Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan tulisan autentik

maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan™

Menurut bunyi pasal ini maka akta dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Akta autentik (authentic acta)

Mengenai akta autentik diatur dalam pasal 165 HIR, yang bersamaan
bunyinya dalam dengan pasal 285 Rbg, yang berbunyi : "akta autentik
adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari
para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang
yang tercantum didalamnya dan bahkan yang tercantum didalamnya sebagai
pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya vyang
diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg tersebut diatas memuat pengertian
dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik
ini kita jumpai pula dalam pasal 1865 KUH Perdata , yang bunyinya : "Suatu
akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa
untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, S.H. (1980 : 42) apabila suatu akta

notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata, akta yang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

2. Akta dibawah tangan (Onderhands Acta).
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untuk pembuktian tanpa bantuan dan seorang pejabat pembuat akta, dengan
kata lam akta-akta-dibawah tanpan adalah dktal yangadimakstdkan oleh para
pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat umum
pembuat akta.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dapat menjadi
akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang dan tidak cakap dalam
membuat akta itu.

Mengenai akta dibawah tangan yang memuat pengakuan utang secara
sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan
sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus
seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh -orang yang
menandatangani (orang yang berhutang) atau paling sedikit, selain
tandatangan, harus ditulis sendiri oleh sipenandatangan suatu persetujuan
yang memuat jumlah atau besarnya barang yang berutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta yang
ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian
dengan tulisan, demikian menurut pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan
isinya dengan pasal 291 Rbg dan pasai 4 Stb. 1867 no. 29. Apa yang

dimaksud permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis

yang diwakili olehnya, dan vang memberikan persangkaan tentang benar

tidaknya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang.

2.3.3 Pengertian Jual Beli Tanah

Dalam Undang-Undang No. S tahun 1960 tidak kita temukan mengenai
pengertian jual beli tanah. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun
1960 yang mengatur tanah baik dari segi lembaga maupun hubungan hukumnya
bersumber pada KUH Perdata atau hukum adat. Menurut Undang-Undang No. 5
tahun 1960 dalam pasal 5 yang menyebutkan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama™.
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peraasarsan  pasal terscdut diketanul banwa Jikd dalalll uurA tdak dlatul
maka hal itu kembali pada hukum adat. Pada pokoknya hukum adat dijadikan sebagai
dasar UUPA maka pengertian jual bel hak milik atas tanah menurut UUPA
didasarkan pula pada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat.

Menurut K. Wantjik Saleh, S.H (1990 . 30) pengertian jual beli menurut

hukum adat ialah:

“"Merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual
menyerahkan tanah yang dijual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada
waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut
pada penjual. Sejak saat itu, hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada
pembeli™.

Menurut Imam Sudiyat (1981 : 28):

“Menjual lepas (Indonesia); adol lepas runtumurun; pati — Bogor (jawa),

menjual jaja (kalimantan) ; yaitu menyerahkan tanah untuk menerima

16

pembayaran sejumlah uang secara tunai tanpa hak menebus kembali . jadi

pembayaran itu berlaku seterusnya atau selamanya’.

Dalam hukum adat jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang mempunyai
sifat tunai . riil . dan terang. Dikatakan tunai artinya penyerahan haknva oleh
penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli, dengan
perbuatan hukum jual beli tersebut maka seketika itu juga terjadi peralihan hak.
Harga yang telah dibayarkan pada saat penyerahan hak tidak harus lunas. , dalam
hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih atau sisa maka hal
tersebut dianggap sebagai hutang pembeli pada penjual yang tunduk pada hukum
hutang piutang.

Sifat riil berarti bahwa kehendak atau niat yéng diucapkan harus diikuti
dengan perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut,
misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian
dihadapan kepala desa.

Sifat terang berarti bahwa untuk perbuatan hukum tersebut haruslah
dilakukan dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak
melanggar hukum yang berlaku.

Dengan dilakukan dihadapan kepala desa, jual beli menjadi terang dan bukan
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dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang sah. Pada umumnya,
dari pelakbanhan! juak beli) tanah! fersebut_dib iiatkan Syaty Suratcataq aktayyang
isinya merupakan pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak
penjual telah menjual tanahnya pada pembeli dan sejak saat itu penjual bukan lagi
pemilik dari tanah yang bersangkutan karena sudah beralih dan menjadi milik

pembeli.

2.3.4 Fungsi akta jual beli tanah

Akta tanah adalah akta autentik yang memuat perjanjian antara lain:

a) Memindahkan hak atas tanah

b) Memberikan suatu hak baru atas tanah

¢) Menggadaikan tanah

d) Meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagal tanggungan

Mengenai fungsi dari sertifikat tanah yaitu antara lain sebagai berikut:
memiliki sertifikat berarti memberikan kepastian hukum karena hukum jelas dapat
diketahui baik identitas pemegang haknya (subyeknya) maupun identitas tanahnya
(obyeknya). Jadi apabila terjadi ﬁelanggaran atas hak milik tanah maka pemilik
tanah dapat melakukan aksi penuntutan kepada si pelanggar berdasarkan hak
miliknya itu. Memiliki sertifikat berarti pula memberikan perasaan aman dan
tenteram kepada pemegangnya karena merasa lebih terlindung dari tindakan
sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas
tanah dalam peraturan pemerintah telah diberikan penegasan mengenai sejauh
mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian
yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum
dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam
sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum

sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai
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Dalam PP No. 24 tahun 1997 bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah
berserti fik4tl at43 ndmaorangidbadan Hukumdams jika selaia 5 (lipa)-tahun
sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada pengadilan,
sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan

itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan
alat bukti yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang disclenggarakan
adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan,
menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya sungguhpun sistem publikasi vang
digunakan adalah sistem negatif.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi azas pemberian pertimbangan yang
seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan
sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya
dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan
atas namanya.

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap
pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak
yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa

hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikan melalui pengadilan.

2.3.5 Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997

Dalam pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa peralihan hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hai
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pasal 37 tersebut jelas bahwa setiap jual beli yang
dilakukan dalam masyarakat harus didaftarkan yaitu dengan suatu bukti yang

harus dibuat oleh PPAT.
Didalam PP No. 24 tahun 1997 yang merupakaii penyempurnaan dari PP No.
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dalam pasal 1 angka 1. Menurut pasal 1 angka 1 PP. 24 tahun 1997 pendaftaran
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tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sedangkan azas pendaftaran tanah dalam pasal 2, dan tujuan pendaftaran

tanah terdapat pada pasal 3.

Azas pendaftaran tanah menurut pasal 2 PP. No. 24 tahun 1997 :

a. Azas sederhana, pendaftaran tanah dimaksud agar ketentuan-ketentuan
pokoknya maupun prosedumnya dengan mudah dapat dipahami bagi
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemegang hak tanah.

b. Azas aman, pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
Pendaftaran tanah harus menjamin keamanan dari hak tersebut, sehingga
akan terjamin keamanan dari status hak tanah.

¢. Azas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan golongan ekonomi lemah atau dengan kata lain biaya
pendaftaran tanah dapat terjangkau oleh masyarakat.

d. Azas mutakhir, dimaksudkan perlengkapan yang memadai dan

pelaksanaan pendaftaran tanah dan kesinambungan dalam pemeliharaan
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Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan-
péribakian yaag fefjadi|dikemudian haris

e. Azas terbuka, memuat dipelihara;.nya pendaftaraﬁ tanah secara terus-
menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor
pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata yang ada dilapangan dan

masyarakat dapat memperoleh keterangan data yang benar setiap saat.

Didalam PP. No. 24 tahun 1997, sistem publikasi yang dianut adalah sistem
negatif yang mengandung unsur positif. Artinya bahwa pemerintah sebagal
penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha agar sejauh mungkin dapat
dibagikan data yang benar dan buku tanah dan peta pendaftaran, hingga selama
tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah dan peta
pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum
sehari-hari maupun dalam perkara dipengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam
penjelasan umum dan penjelasan pasal 32 ayat 1, bahwa selama tidak dapat
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat
harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari
maupun dalam perkara di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan yang
tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Hal diatas juga dipertegas lagi dalam pasal 32 ayat 2 PP. No. 24 tahun 1997.
Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum, yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam kurun waktu
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tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang
bersangkutan ataupuh-tidak) melakiukan gupatan kepengadilan-mengenas, pepgasaan
tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Ketentuan lain yang mengatur tentang sistem publikasi adalah pasal 12 ayal
2 huruf 1, pasal 23 ayat 2, pasal 32 ayat 2, dan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang
Pokok Agraria.

Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 adalah
sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada

pemegang atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan
termasuk pémerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dengan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan kesatuan-kesatuan rumah susun yang tidak terdaftar.

[y}

Untuk terselenggaranya tertib pertanahan, pendaftaran tanah secara baik
merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi  dibidang
pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi setiap tanah dan satuan
rumah susun termasuk peralihan pembebanan dan hapusnya wajib
didaftar. ‘

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
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melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan aspek
yuridis dar{ billaie-bidafp] tamdh Vang sndah @idaftar @bikacuntaloumumg Uintuk
mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk
peralihan pembebanan dan penghapusan hak atas bidang tanah dan milik atas

tanah satuan rumah susun, setiap tanah perlu didaftarakan di kantor pertanahan.

BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat
Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran. Didalam jual
beli penjual berkekewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak

menerima nemhavarannva dari nembeli dan pembeli berkewaiiban menverahkan
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pembayaran (uangnya) dan beriax menerima bardilg. DOl dall Sildi judl UL
menurut hukum adat _berbeda dari jual beli sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata. Pada dasarnya jual beli menurut KUH Perdata mengandung arti peralihan
hak milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan menurut hukum adat jual beli
belum tentu bermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan.

Jual beli tanah yang menyebabkan beralihnya hak milik tanah dan penjual
kepada pembeli untuk selama-lamanya disebut jual lepas. Beberapa sarjana
menyatakan tentang jual lepas sebagai berikut :

1. Van Vollenhoven : “Jual lepas dari sebidang tanah atau perairan ialah
penyerahan dari benda itu dihadapan petugas-petugas hukun adat
dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu atau kemudian” (Van
Vollenhoven, dalam Hilman, 1994:108)

2. S.A. Hakim : * Penyerahan sebidang tanah (termasuk air) untuk
selama-lamanya dengan penerimaan uang tunai (atau dibayar dahulu
untuk sebahagian), uang mana disebut uang pembelian™ (S.A. Hakim,
1965 - 5).

3. Imam Sudiyat - “Menjual iepas yaitu menyerahkan tanah untuk

menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus
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kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya™ ( Imam Sudiyat,
1978 : 32).

Jadi jual lepas itu adalah perbuatan penyerahan, dengan demikian tidak sama
dengan lafering menurut hukum barat, oleh karena tidak memisahkan pengertian
jual dengan penyerahan sebagai mana hukum barat. Dengan demikian mengenai
penyerahan didalam hukum adat terdapat perbedaan pendapat, disatu prhak
berpendapat bahwa penyerahan itu sudah dengan sendirinya setelah kedua belah
pihak menyatakan (mengikrarkan) jual beli itu dipihak lain masih memerlukan
adanya semacam lafering (penyerahan). Dalam kenyataan yang terjadi didalam

macvaralat meraka memandane nerhnatan inal dan serah terima itu satu rangkaian
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perbuatan, dan perpuatan 1tu terang dihadapan Saksl-Saksl.

Penyerahan benda didalam. jual lepas tidak merupakan perbuatan terpisah
dari perbuatan jualnya, namun menurut adat kebiasaan apabila sipembeli akan
menguasai bidang tanah yang telah dibeli itu, adakalanya ia masih perlu untuk
memberitahukan maksud pemilikannya kepada sipenjual bukan saja karena sifat
kekeluargaan antara yang satu dengan yang lain tetapi juga untuk melengkapi hal-
hal yang perlu mendapatkan penjelasan misalnya tentang batas tanah, ukuran
tanah, isi tanah dan sebagainya. Tentunya pemberitahuan tidak perlu sampai
dilakukan pemeriksaan atas bidang tanahnya jika sebelum terjadinya pelaksanaan
perjanjian jual beli sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Jika demikian maka saya dapat membenarkan keputusan Mahkamah Agung
tertanggal 25 September 1957 yang menyatakan keterangan jual beli saja belum
mengakibatkan pemindahan atau penyerahan hak milik, jadi seakan-akan
keterangan tersebut harus diikuti pula dengan semacam lafering sebelum hak milik
tersebut berpindah. Mahkamah Agung selanjutnya berpendapat bahwa dengan
surat notaris dan surat dibawah taﬁgall dan yang disimpan pada notaris yag
dimaksud dalam keputusan judex facti ( hakim yang berkuasa menimbang masalah

peristiwa), walaupun didalamnya disebut bahwa pihak-pihak bersangkutan

sebenarnya telah terjadi pemindahan atau penyerahan hak milik oleh yang
dinamakan penjual kepada yang dinamakan pembeli.

Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai yang berlaku dengan ril dan
kongkﬁt artinya nyata dan jelas dapat ditangkap oleh pancera indra seseorang (Ali
Afandi, dalam Hilman, 1994:109). Penyerahan benda dan pembayaran harganya
terjadi secara tunai, sudah diserahkan dan sudah dibayar harganya, walaupun
belum lunas semua pembayarannya. Berbeda dengan perbuatan “koop” atau
“verkoop” menurut hukum barat (Belanda) yang sifatnya konsensuil dan abstrak
sebagai suatu perbuatan hukum yang berdasarkan pada kata sepakat. Jadi jika
sudah sepakat perjanjian jual beli itu sudah terjadi (pasal 1458 KUH Perdata),
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WAIGLRPULL UMIIHGLLY A Uil diovigdiihal vall ddipaiys Vil wlvay .

Menurut hukum adat kata sepakat didalam suatu perjanjian perbuatan
pendahuluan-untuk melaksanakan apa yang telah’ disepakati-itu."Jadi dengan janji
omong saja belum mengikat, ia akan mengikat jika diperkuat dengan pemberian
(panjer) sebagai tanda akan memenuhi janji, dan walaupun sudah diberi panjer
belum berarti mewajibkan penjual menyerahkan barangnya, ia baru dikatakan
terjadi apabila pemberian panjer kemudian disusul lagi dengan pembayaran dan
penyerahan barangnya, barulah sejak itu dikatakan jual beli itu terjadi. Jika
pemberian panjer tidak disusul dengan pembayaran oleh pembeli kepada penjual,
maka perjanjian itu batal dan pemberi panjer kehilangan uang panjernya.
Sebaliknya jika susulan pembayaran diberikan, ternyata barang sudah dijual
kepada orang lain, maka penjual harus mengganti kerugian kepada pemberi panjer
dengan mengembalikan panjer dua kali lipat atau lebih. Begitu pula dengan
kemungkinan terjadinya pembatalan dikarenakan urung jual yaitu tidak jadi dijual,
jika alasan dapat diterima pemberi panjer ada kemungkinan panjer hanya
dikembalikan saja menrut jumlah yang diterima penjual.

Hukum adat tidak mengenal ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal
1320 KUH Perdata, dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4

syarat yaitu : kesepakatan, kecakapan untuk berbuat, hal yang tertentu dan causa

(R
Lh

yang halal. Yang penting bagi masyarakat adat dalam pelaksanaan perjanjian
bukan unsur subyektif atau obyektif tetapi terlaksana dan terjadinya kejadian itu
didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat) tunai dan tidak tercela. Yang
dimaksud tidak tercela, vyaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang
mempersoalkan, tidak ada yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik.
Sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan kepala kampung, jika
masyarkat mempersoalkannya, menganggap hal itu tidak baik, maka perjanjian itu
sebenarnya tidak sah. Tanpa ikut sertanya kepala persekutuan atau tanpa ada

bantuannya maka perjanjian itu berlaku terhadap pihak ketiga (Ter Haar, dalam
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Sekarang yang harus diperhatikan adalah siapa yang disebut kepala
persekutuati_] Didesa-desa| yang hnfaslyarakatiya\ berséndikarns ketétangpaas fmaka
kepala persekutuan adalah kepala kampung, tapi didesa-desa yang masyarakatnya
genealogis kekerabatan, maka kepala persekutuan harus dibedakan antara kepala
kampung dan kepala kerabat (adat). Perlunya mengetahui perbedaan kedudukan
kepala persekutuan adalah bahwa kesaksian kepala kampung sesungguhnya
diperlukan untuk pihak ketiga dan urusan pemerintahan, sedangkan kesaksian
kepala adat diperlukan untuk memelihara kerukunan dan kedamaian dilingkungan
masyarakat adat.

Ikut sertanya pengurus desa dalam pembelian tanah adalah untuk
mendapatkan lebih banyak jaminan hukum bagi pembeli dan karena itu pembeli
memperoleh untuk mendapat perlindungan hukum sepenuhnya (Prof. Soepomo,
dalam Hilman, 1994:118). Dalam hal ini tidak menekankan bahwa ikut sertanya
pamong desa diperlukan untuk sahnya transaksi, tetapi untuk lebih banyak terdapat
adanya jaminan dan perlindungan hukum. Jadi ikut sertanya pamongt desa semata-
mata guna penguat ke&udukan pembeli. Dengan demikian suatu transaksi jual beli

tanah diluar pengetahuan pamong desa adalah sah
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3.1.2 Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut No. 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dengan berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka pen jualan

tanah atau peralihan hak atas tanah tetap bersifat tunai, tetapi peranan kepala desa

hanya sebagai saksi dan tidak dibenarkan, dilarang untuk mengeluarkan perjanjian

jual-beli. Oleh karena setelah berlakunya UUPA maka setiap peraliha hak atas

tanah harus dilaksanakan dihadapan pejabat yang ditunjuk Menteri Agraria.

Pasal 26 ayat | UUPA menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan,

pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain
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dengan peraturan pemerintah. Pasal 26 UUPA ini juga berhubungan dengan pasal
19 UUPA.

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 19
ayat 1 ini merupakan dasar hukum daripada pendaftaran tanah di Indonesia. |,
untuk melaksanakan pasal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pedataran Tanah merupakan

- kelanjutan dari pasal 19 UUPA. Dalam pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa:
“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak dan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku™.

Dengan adanya pasal ini maka setiap peralihan hak yang dilakukan oleh

masyarakat harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang untuk menjamin

siapa-siapa yag ditunjuk sebagai PPAT terdapat dalam pasal 7 Peratuan
Pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu :
1. PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 diangkat dan

diberhentikan oleh Mentert.

2 Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat meunjuk
PPAT sementara.
3. Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud ada ayat | diatur

dengan Peraturan Pemerintah tersediri.

Dari pasal diatas dalam ayat 2 dalam penjelasannya menerangkan

11 1 e AT A=l cema a2l
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yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah.
Selaku PPAT iSemientara adalah {Pejabat | Pemerintah yang menguasail keadaan
daerah yang bersangkutan. Jadi jelas bahwa peran Kepala Desa dalam trnsaksi jual
beli hak atas tanah dalam masyarakat masih dibutuhkan dan diakui oleh Undang -
Undang.

3.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan

Secara umum jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana
pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,
sedang pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perbuatan jual beli
tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum yang mempunyai sifat tunai, riil,
dan terang.

Jual beli yang terjadi dengan itkad baik terang dan tunai yang berlaku menurut
hukum adat di desa tetap sah walaupun tidak dibuat akta resmi sebagaimana
dikchendaki oleh pasal 37 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997. Tentang akta dibawah tangan
sebagai alat bukti dapat dikatakan juga sah menurut hukum perundang-undangan ,
dengan kata lain apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh PP No. 24 tahun 1997

terscbut adalah bertujuan baik untuk mewujudkanm kepastian hukun yang kuat, tetap!
pada kenyataannya masih sukar diterapkan.

Hal ini terjadi karena dalam sistem perundang-undangan dan sisten hukum
Indonesia menghendaki adanya suatu alat bukti dan saksi yang kuat.Tanpa kedua hal
tersebut mustahil pembuktian dapat dilaksanakan. Hal ini juga mengingat bahwa
banyak sekali kejahatan - kejahatan dalam surat menyurat atau pemalsuan sertifikat
dan perjanjian baik itu autentik maupun dibawah tangan, oleh karena itu, dalam hal
ini antara hukum perdata dan hukum adat harus ada suatu keseimbangan yang mutlak
dalam menangani suatu kasus.

Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 19 September 1970 No. Reg.
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karena jual beli sifatnya kontan dan tunai. Keputusan MA tersebut sesuai dengan
hukum adat. Sédafigkan pendaftaran sesuai dengan/UUPA' 'dan-peraturan’ pefaksana
lainnya merupakan bersifat administratif belaka.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. Reg. 601/K/SIP/1972
berpendapat bahwa jual beli tanah yang dilaksanakan didesa dan diketahui oleh lurah
desa dan camat selaku pejabat akta tanah sudah cukup membuktikan adanya jual beli
yang sah, dan syarat-syarat dalam paasal 19 UUPA bukan menentukan syarat untuk
sah tidaknya perjanjian jual beli tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus
diikuti setelah terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah.

Dasar hukum lain yang menyatakan bah\ﬁ jual beli secara adat tetap sah
antara lain ;

1 .Keputusan Mahkamah Agung No. 1082 K/SIP/1973

Menurut yurispridensi MA pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tidak merupakan
syarat mutlak untuk sahnya jual beli karena pasal 19 PP No. 10 tahun 1961
hanya merupakan ketentuan administrasi saja, yaitu khusus bagi pendaftaran

pemindahan hak atas tanah pada kepala Kantor Pertanahan.

2. Keputusan Mahkamah Agung No. 952 K/SIP/1974

Jual beli sah bila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau hukum
adat yaitu dilakukan secara riil, kontan diketahui oleh kepala desa. Syarat-syarat
dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 hanya merupakan syarat bagi pejabat
agraria.

Atas dasar pertimbangan diatas maka jual beli hak atas tanah secara adat (yang

dilakukan tidak dihadapan PPAT) tetapi kalau syarat-syarat yang bersifat materiilnya
dipenuhi maka jual beli itu adalah sah, artinya mengakibatkan beralihnya hak milik
yang bersangkutan kepada pembel‘i_._

A Mo Al mninmiine inaal hali hals atac tanah carara dihawah tanoan memnakan
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perjanjian jual beli yang sah tetapi perjanjian jual beli 11 terdapat kekurangannya.
Meurut yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam-putusannya No.
Reg. 72. K/SIP/1973 menyatakan bahwa: “ Jual beli tanah sesudah berlakunya UUPA
dan peraturan pelaksanaannya (PP No.10 tahun 1961 telah diganti dengan PPNo. 24
tahun 1997) hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan didepan
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.

Jual beli tanah tidak dibuktikan dengan akta jual beli dari PPAT akan
menimbulkan akibat hkum antara lain:

8 Pembeli akan mengalami kesulitan untuk membuktikan haknya atas

tanah yang telah dibelinya.

2, Tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tidak dapat
mengajukan balik nama atas tanah yang dibeli tersebut dari instansi
agraria yang berwenang.

3. Kepala kantor pendaftaran tanahpun akan menolak untuk melakukan
pencatatan peralihan hak tersebut.

Dalam kasus ini hakim tidak memutuskan mengenai per;anjian jual beli tanah
secara dibawah tangan itu sah, tetapi dalam pertimbangan hukumnya hakim
menyatakan jual beli tanah yang dilakukan para penggugat itu sudah sah menurut
hukum adat dan tinggal melaksanakan hal administrasinya.Dalam putusan hakim

w2
—
]

tidak mengenai perjanjian jual beli tanah secara dibawah tangan karena dalam
gugatan yang diajukan penggugat itu kurang sempurna akibatnya gugatan tersebut
ditolak olech Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,dan Mahkamah Agung. Hal
tersebut karena para penggugat dalam membuat surat gugatannya tidak dapat
membuktikan dalil gugatannya dan menggugat secara bersama-sama yang seharusnya
dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dalam membuat surat gugatan itu haruslah terang isinya dan disusun
sedemikian rupa, sebab adalah untuk kepentingan sitergugat pula yang dia harus

dapat mengerti yang dituntut daripadanya dan atas dasar apa gugat itu didasarkan,
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terang, maka hakim dapat saja menolak gugatan itu nantinya dengan alasan tidak
dapat diferima (‘e ontvankelisk’ verklaar Y/ Hakim-juga dapat membatalkan'suatu
tuntutan sipenggugat, biarpun sitergugat tidak mengadakan perlawanan, apabila
tuntutan gugatan itu nyata-nyata adalah tidak cocok degan keyataan dan tidak
berdasar atas hukum ( onrechtmatig of ongegrond, pasal 125 HIR ).

3.3 Kajian

Dalam kasus sengketa diatas, setelah penulis membaca dan mengkaji sesuai
dengan landasan teori maupun dasar hukum yang melandasi kasus tersebut, hal ini
karena dapat membelikan gambaran yang jelas tentang kekuatan hukum perjanjian
jual beli dibawah tangan atas tanah hak yasan.

Hakim dalam memberikan putusan dipersidangan harus menunjukkan putusan
yang intinya dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan
hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan pada waktu persidangan dan diben
wewenang untuk itu. Putusan hakim bukan hanya diucapkan saja melainkan juga
pernyataan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh

hakim dipersidangan.

Tujuan putusan hakim yang telah diucapkan dipersidangan untuk mengakhiri

atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

Dalam memberikan putusan hakim berpegang pada pertimbangan yang

merupakan dasar putusan. Petimbangan hakim dari hukum perdata dibagi dua yaitu :

1. Duduk perkara
2. Pertimbangan hukumnya

Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antar para pihak dan

hakim. Para pihak mengemukakan peristiwa yang sebenarnya disertai bukti-bukti

vano mennniang  Tentang menemukan hukumnya tugas hakim, karena hakim
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dianggap tahu akan nuxkumnya {1us Culld HOVIL).

Hakim harus membuktikan dulu apakah jual beli dibawah tangan itu sah atau
tidak. Dalam kasus ini hakim'memutuskan’baliwa jual beli yang dilakukan olelir-Moh.
Bakir dengan R. Suroso yang kemudian dibeli oleh H. Asmuni serta jual bel yang
dilakukan oleh Maslichan Ali dan Abd. Karim dengan R. Suroso dengan bukti zegel
jual beli itu sah. Penulis mendukung putusan Mahkamah Agung R.I. No. 7 K/ Pdt /
1991 tersebut.

Hal tersebut karena didalam masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan
perjanjian bukan unsur subyektif atau obyektif tetapi terlaksana dan terjadinya
perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan tunai dan tidak tercela. Maksud dari tidak
tercela yaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada
yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik. Sebaliknya walaupun perjajian
itu dibuat dihadapan kepala desa, jika masyarakat mempersoalkannya menganggap
hal itu tidak baik maka perjanjian itu tidak sah.

Hal ini sesuai dengan pasal 5 UUPA dan dikuatkan juga dengan putusan MA
Reg. No. 601 K/Sip/1972 berpendapat bahwa jual beli tanah yang dilaksanakan di
desa dan diketahui oleh lurah desa dan camat selaku pejabat. akata tanah sudzah cukup
membuktikan adanya jual beli yang sah (syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan

syarat menurut pasal 19 UUPA mengenai hal ini bukan menentukan syarat untuk sah

atau tidaknya perjanjian jual beli, tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus
diikuti setelah terjadinya suatu perjanjian jual-beli yang sah.

Mengenai pendaftaran tanah yang terdapat dalam pasal 19 UUPA itu hanya
bersifatat administratif tidak inempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian jual beli hak
atas tanah tanah tersebut.

Mengenai putusan hakim yang memutuskan gugatan para penggugat yang tidak
diterima oleh hakim sudah tepat. Seharusnya para penggugat mengajukan gugatan
mereka secara tersendiri.

Mennrut nenulis perianiian iual beli hak atas tanah di Indonesia sebaiknya
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PegRar Repository Universitas Jember

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Prosedur jual beli hak atas tanah yang dilakukan menurut hukum adat

adalah jual beli yang dilakukan secara kontan, nyata. Penyerahan benda dan

pembayaran harganya terjadi secara tunai pada saat jual beli itu

berlangsung.

. k] e T 1 1“1 1 S
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tanah yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal imi
dihadapan, PPAT . Hal. ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian_hukum
atas jual beli hak atas tanah tersebut.

2. Kekuatan hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang dilakukan dibawah

tangan adalah apabila syarat materiil mengenai jual beli hak atas tanah
terpenuhi maka jual beli tetap sah, walaupun tidak dilakukan dihadapan
PPAT. Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT bukanlah merupakan
syarat sahnya jual beli tetapi hanyalah untuk mendapatkan bukti yang kuat

atas akta hak mengenai jual beli.

4.2 Saran

1.

Untuk memberikan kepastian hukum atas jual beli tanah sebaiknya para
pihak yang ingin melaksanakan jual beli tanah itu melaksanakan jual beli
tanah menurut hukum vyang berlaku yaitu dalam hal ini jual beli
dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT). Jika ternyata
tetap melakukan jual beli hak atas tanzh secara dibawah tangan segera

untuk mengajak para pihak untuk menguatkan jual beli hak atas tanah

tersebut dihadapan PPAT untuk dibuatkan surat jual beli tersebut.

2,

34

Para penggugat sebaiknya hati-hati dalam menyusun surat gugatannya
supaya gugatannya nanti tidak lagi ditolak oleh hakim jika berperkara di

pengadilan.
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meruprkan kasus torsondiri tanpa harus wolibatikan pa-
ra Pengmgugat, karensa sccara de facto dan do Jure scG-
jeak tahun 1978 tanch aenpgketa sudeh dikansai oleh -——-—
pera Pengéugat it i . e
Memarintahkan kepada para Tergugat I s/3 V, stau si-
gpa Baja yang momporololi hak dari padauyn untuk meng-

angkat semua bonda miliknya yang teriletszic diatas tn-

nah tersebut, untuk selanjutnya mengosoigkan serta —-

menysrahkan ———---

S ‘ | . o pds paros-
,J%A: " acahkan B8230T3 baile taapa bebon apapun KEI
|, * menyscal JEAT Y
; . A

——— -— e it e e R s € R R
o e i e W T

Ponggugat

i putusan Pengo-

o sprban
Menghulum para Terpuiat untuk ment

dilnn llegeri Banyuwangi dalmm perkuri ini 3§

ntals me T BANg
8, Menghukum pare prergugat I 8/d V untuk memboya

Aty : it haxl
glcaa/dwangsom g0hHeBAT Rp.10.000,- untwe setinp
p L -l 4 i :

o r‘t 3 I 3 V 2 t] 4 Laen (6] '(i 1 p T EL
0. (& : = ' L ;(41114 1\ IJEL C -
l Ll mb A GAL 331.-8. )

PPU & = tar J_JL 2 )i y.l G:CLX:.LL: hujhllﬂx
i m ) 243 i e 1
P n pLE iu‘ y cw .

yanng tatap ; -

[, -4 F 4 & £ ¥ - -9 yl‘.“ig
Q [lle[l )l / nra ) ' i 1t, 11 ‘, lk ma h WY l:(,m'llﬂ b a E

Fy L ,
b A 1 .um AL« i1 o A c A

Ciﬂ bUl (-Lja-.LE”“ OTr nra ¥ = 3 ! P LC ]l
p l’]i ] j.l( o J‘m ‘()un 3 yer €
v i_ b L gacnl 1 t L I crl 4

B R s i e i i e R TS —
........

ataupun sapéiri-sencird

K ILTE wpat dija-
10. Menygebtakan banwa potusan dalam perkara ini dar

ltUl. rJ »::GC(!.] . 30T (85 ¢ L Ul.tUOC k IHII Bi \'O()LrLL‘-l\‘-
1 i i
k, Y vl M Q / l

sra woa . honddnm, atoupan Lasnsd. §
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Atau apahiln Pongedilan Negert berpvndapat lalhl, RS

DigiiakiBepositery bHmiversitass JeHps ="
g seadil-ndilnya j ——7TTTTTTTT
' o eemwme #alah di-

putusan yan
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tantukan untuk oara Pengeuget datand penghadap Kuasony & BE =

ngc!tégmﬁg Q%l&th rYO LJ'KHM@ rs&ltaS'R.’]e’mb@{fgadﬂ an Tingel

Jawa Timur/Surabaya tertanggal 21 Nopamoer 1986 No:101/ 409/~

Peng.Pn/Per/XI/198b, yvong berhel unbul: Ltw perdasarlarn Suret
Fuasa Khusud tortanngal 24 Agustus Lg% dan tanggrl 17 sep-
tomber LO88, jugn telah terdnftar di Kenaniteraan Pongnddlar
Negeri Banyuwangi pado tangeal D Janusa, 1989 No .0L/230L07*
A/1985, Sedﬂngkdn para Torgugat masing-masing datang meng-

hadap sendiri, dimana untul Tergugat V aclanjuitnya telah -

memberikon kuasanya secara lesan kepadn Tergugat IV itk =
mewakilinye dipersidan/sian, poerriun,kﬂmsa mana diterima -

baik oleh Torgugat IV tersebut dan juge.oleh Kuasa Penggpunda
: % : , _

-— menimbang ~—77
e O ol d
P et
AT A R
K; )’} monfabang, DORWIL aatolah usgha Fojells uptile men -
AN Y et
Pt ol . .
@Ejﬁg @/ damniknn ~edur bolenh pihidk tidak. berhnsil, mnka gugatun

o
A
it :
“ig;iﬁ;w lelu dilanjutikan wenigan aambheeondcan sueab gugat Fongeu-
gat tersubut dan Kunrao Pengoupat didengar atag pombazso—
an gugntan terschbutb menyotalten tetap pada dnlil gugaton-

I

nya j T, g e e o
Moniabang, bohwi terhapdep gugniun torzebut pihalc -
Torgugnt yang diwokili oleh Tergugath VI (R.Sazwposo) G-
ngajuknn jawnbnnﬁyu secara tortulis hﬂrtuﬁggﬂl Y Janvee
ri 1989 &ang tai pokoknyn adeleh sehnpgal Borikat @ ==

- Bxcoptic 1 bahwn Pongnadilen Nogori Sanyuwangi tidok -

berlcunsa untuk mongndiliy gugoton Fonpeugat T § —mmeee—
- Bahwa junl boli tunabh sawah ﬁmiumr_L 2.800 m2 torle-
tak diduluh sSutri, Kolurahan Sobo, Aocamatan Kotn -
Bnnyuw;mgi antarn Yengpugaet I dan Vergugab VIL anda
bulan Mei 1976 torsobut knrena tidei< dilsdtukan TG -

hndapan Pejabnt ynng berwinang yaita Camat/PPAT atau

Notaris/PPAD sabagoimana ditentukan delam Pasel 19 -
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SJOLCLvU L CUL & wild docdedd WMAESE 27 et A LG A ISV W el T -

1 menurut hukum dan poembeiinyn tidok perlw -
Dig |fal positor lDmversn em

mcuunput porl*ndun,an Lwicum, ©BoC 1n;~“n orbuvut FL AL
Moh. Brakir (ponjunlnya) meloekukon piarbuntan—porbuatan
yrng melanggar hulkum, karcna tonalr sawah seluan 2,800
m2 terscbut bulkanlnh mililnys maleiakon bonar-bener -
milik kami /Termugat VI daripada Lrcloen petolk Hold4h%9,
porail 62/8 kKlme TIL § —-eo~tmemfmmsis ot e e s = e
- Oloh kaoroan tuntutan Peageugal 1 Hid&nk horoandar -
hulcum, "o?}cchtmatig“ dan Tor

mintnn—nerbuatan ynng molang

-8 -

dai terinu (niet ontvankeldijk vogicl aitudle 5 e T T
- Menyatakan perbuatan-perbuaton Tera ot VII/NMoh.Rualcir
adnlah melnnggar hulkum dan nenghales Pongrugat 1 owcan

mOmhaynr ongkon~ongkos porkara | e o b o e o S S et AR
- Excepsie II tidaic borkuass untuk mungedili gugatan -—
Penggggnt i s L T 0 e o e
- bahwa poengelolaan toanah sawah oluh Penggugat 11 / -
Maalichan Ali soluas + 2.800 m2 dan Ponggugnt III/R.-
Abd.Knrim seluns + 1.400 m2 keseluruhannya terlotok -
di1 dukuh Sutri, Kelurnhar Sobo, Kocamatan Kota Banyu--
wonnpgdl, dengsn bukti segel tertpnggenl * Pebruari 1978 -
torsobut bukan morupakan jurl boli Ganah, melaipnkan -—-
aebagni penpgpganti semantura (borg) <olama tanah 5(Lima)
kaplingan, mesing-maosing eeiuns + V0 m2 torletak Gi -
wilayah kelurahar Penganjuran, Fecommntian Kota Bonyuwn-
nei, yang peda waltu itu ada permasslahan keluarga G-
ri Tevgugat VI. Jzlasnya vwertas sepcl tertanggal 1 Pe-

bruari 1978 torsebut bukanlah bulkti penyerahan hak ta-
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nah Ypgan, Keng PAOLOHNYR L. 25008 s Bl ay Seeesse—
DigitarREpYSitIy OREPSAL SRR Porete"
laan tanah-tanah sawah terscbut dilalculcan dibawah toe-
ngan {tidak dihsdapan penjabat yani horwenang yaitu -
Comat,/PPAT) . Sedungkan penyelesalen yang pernah diadsa-
kan oleh Camat Kota Banyuwangi menurat Tergugat VI p=
dalah merupakaon anjuran éuja agar masalah ini dapatnya
diselesaikan secarg musyawarah kekeluargaan j ———=m==
- bahwa oleh karcna surat-surat yang diajukaﬁ oleh paoe-
ra Perggugat jolus dan nkata bukan surat-surat bulktli -
menurut peraturan perunduﬂgﬂundangun ko Agracisan, yai-

tu Alkte PPAT berdasarican Undang-Undung Pokok Agraria —-

(UUPA),, maka Tergugat VI dengan didvkung 0leh =—w———w-—--
TorEmigal ~————ree

Torgunat I,IL,11I,IV dun V mohon kennda Majolis Holdim -

berikkenan

=~ Manolakx pupatan prra Pengpugat soluaruhnys ; ~———————-
Monghu'loan para Pengaugat mombayayr segnla ongkon per—

karn n?nu Pangadilan Nopzeri mombevikan keputusan yang

patut drn odil

Monimboang, bahwn selanjutnyn nianle Ponggugal dan
Torgupmnt samn menyampnikan Roplik orm [upliknyn yaitn =
Roplik Kgnﬁu Penagpurat tortnngeel 12 Januari 1989 dopn -
Duplik para Ltoergugat yeang dicjukan.oleh masing-muasing -
yaitu Terpmugat L1 dan II1 tertangge) 19 Januari 1989 —-
serta Torpgugnat VI tertanggal 26 Jamuri L1989 yang pada

pokoknyn tetap pada dalilnya somula, sodangkan Rroepsi

I dan 1% yapu_dimmksudkﬂn oleh Terpngat VI dalonm jrwabam~
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-

olep ?ernugnh VI ?mhwn hal tordchut tiehonarnya snddlah -
UGHAL RERASION, WRIVEISIAS. JEMREL i 1o

mohoa dibetulltan § == cmmc e e

Monimbang, bahwa untole meneguaticn drlil Zugntonnya,
pihak Penpgueat telah monyorahkon folo copy surat-surnt
buktli yong toleh dicocokkan dongan acelinyn serto telah
dimateraikan cultup ynitu herupa R N S
PLIAL, Kw}tansi Pencrimﬁmn unng dmri Ammuni Karangente

————— sebesar Rp., 500,000,- tortanggal 1 Mei 1978 ; -—--

P.1/2, Kwltanei Ponerimann ueng dari asmuai scbosnr ———-

————— Rp.200.000,~ tertanggal B8-5-1978 ; -
P.1/3, Svrat Tandn Pembayeran Ipeda frhun Pajak 14983 dn-
w==-— ri H.A46muni b.Abmad, tortonggel 13-6-1982 § —we—

P-T/d. S\'I'J"ﬂ‘h Tandn TPramh_sravnn Tranada fala.- T rg =t A0 a.

ri HiAsmuni b Ahmad, tortangsnel 21-10-~1984

20 RN C—

p

3 Pabak 1985 -
©.1/6, Surat Tanda Pomboyarma Ipeds Rahun Fal

= = & LU=
______ dari H.Asmuni b.Almad, toertunggal 28-5-1985

P.1/7, Surat Ketorangan dari Kepala Dosa Sobo, tertang-

----- gal 12 April 1976 ;'——~u——nmun——_w—~-»-—w~————~~
I 1 ; . o=
P.II/1, Surat Xerjenjilan Jual Beli. Manah antara R..o0

______ b0 dengen Muslichan, ttg 1 Pebruari RO 4 T

P.11/2, Surat Pernynbasn dari R.S5001080, ttg 12'37}9T8 G

p.I1/3, Surnt Pembacitahuan Pajak Terbutang tahun LERT
_____ A.n. Maslechos No.Kohir 121%, ttg 7-10-1987 ; —
P.I1/4, Burat Femberitahuan Pajnk lerhutang tahun 1986

_____ a.n. Maslschan No.Kohir 1215, tigl 8-8-1986 § —-

hP.llI/l,‘Surat Pe sjenjimn Jual Beoll Tanah antara R.500-
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————— LW e llgabldl db ely mis BaREmmm =il e e e
“Bitfital REPOSHOR ! rhﬁ'/&éﬂrléﬁagu:}gg Mézn e
—————— S 8.n. R Abd. Knrlm, No.Ko ip Ll 12=-1986
,P.IT1/3, Surat PYomboriantnhuan Pajok Torhutang Tahun LYy
————— a.n. R.A.Abd.Karim, No.Kohir 1216, tertanggal ~-
—————— 19-12-1987 ; =—=——m—m—mmmmm e s s T T
Menimbang, bahwa gelain bukti-bhukti Lorsabut diatns
oloh pihak Pengpzuget tel&h'didjukﬂu jugn seorang galksi -
yang telah memberilken keterangan dipersidangan ntas sSun-=
peh ymng peda pokoknya schagai bori&ut } e i e
- DJAMAKSARL , Sekretaris Desa Kelurahan Sobo, Kocamatan
———- Banyuwangi, Kabupaten Banyuwnni ;i_“__“;_“___#__”_
- bahwa ssksi telah mengenal kepadm kedue belah pihak --
yang bersengketa ; bahwa saksl tohu benar tentang le-
tnk sorta luas dari tanah sengketa ymitd didulcuh Sutri

Kelurahon Sobo, seluas k.l. 7.000 m2, keadaan tanah --

Mo ABINULIL, MuBLivhio Akaly - abdes lucald ner Aan Aiknasai -—

ﬂgstur e s

- L1 -

bl

Mestur, Surwnai inn Juechtar, acdass milik Muchtor —-
JCia s s \ empre] : ey '
annssudah meniogeel dunds joaten pada anplc-nnployos

yol bu Mawgaii ol Wb dive Mok CRaciiies,

bahwa rebolum 1ku, Wwejodian podp G re-kica tobub LYE,

Uﬂklﬁj_ .»,-\.I‘I'lnh i,‘if.’]ll't:'u‘](!j O.l.‘i‘.’j] .“‘7(‘,()]“'1-11;7-“ .‘I‘;'nﬁ: ."-N'!l’){*‘-',!.l(‘l.l bcr'_
nomn Keseinin selolo kunsa dari #.80croco (Termicnt -

Vi) yoog soambil monyodarkan surnt rorjanjian teotang-
nnl 1 Iebruari 1UYF nntara R.Sogreso kepedo cmpat o~
rongr yod tu Mnh. nltir, Marlichin Ali,‘R.Abd.Knrim dnn

ey b a
Maoachtood, ywonm me inkn kopndn aalied vntuk menenla ——-
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Podn wolcho it ardiad mosih belun oersodin untolk monon-

Ddgltal Repository Universitas Jember

Longuni karena RWdocrono sonddvd tidesk hadir doan -
Eﬁkai masih ingin ketemu sendiri dongnn R.doeroso ter-
sobut dirvnehnyn 3 Beberapn hnri kemudian bore Suvrat -
Perjoniinn terucbul ditmnda tangacd oleh selesi @ telah
2alksil dapat nonjumpnl R.Socrose eondiri dan mocabenearionn
ara yora. toertera didolom S8vrat Percionjiion torsahvt ;3 -

= behvn untuk seloanintnys sotolnh ponandn tonygranen surah
wﬂrjnnjiun Fersebut konndr 4 evone yvang tertera dido-
Lryn Surat Perjondinn toersobut dan padn woktu Ltu suvdoh
ouns mencunsgal tanal telah 6isurankmn oleh saksi agar
sencra Jiedakenn peralihan hak dibadanan PPAT/Camnt —--
regor nendapntkon bertieiltatb tonal coming=maning ;o ———-

= behuie pada leira-kieo Swhon 196% kecapnt orang tersebud
detong ke br AT/ Comot dengon mnkcsud antuk menyelcandloan
neralihog hinke tovechont gotanl tldd dapat disolesoiloon
/_Mr<ui icurcéna R boceroeo bidalc hodily § ———e—rmm o

(Tormqugne) untold rominta bantuas wepadn Boapok Canat —~-

mongadalon ——=-—-—-
- 12 -

moniindakan penycletnion masaleh trrnh didesa sengon-

juean ynnyg sudnh dibelinya dori R. Souroso tetnpl sSu-

diah dijunl lead kenoda ovand, L e
Atns hol tersobut beberapa hari kesudian telah dido— -
tnngkan oleh Bapak Camat tujuh or:iiy] VoAU ¢ o, —em
Sajidi Cs. disata pihak dan Moh.Hoddr, Mpsalichan ALY -

dan R.Abd.Knrim dilnin pihak, termasulc jugo hadir nadel
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RIS UMY e TRV ROR - e L o e — ~ - -

_ keecpakatar di Keeamatan terscbut dengon ketentuen -—-
Digjtal Repositqry, HWNEISIRS JRMRS e anpas -
? (duq) kanling di dukuh.ﬂobo don ntes dnoor koepopnlkot-
pn dtu laln diadaken pongukuran ctoh gelai bersomoa -
St PraAly Goamad Bompnd 96)B0HL § ~yrereserrmm e
- bnhwu.aolrnﬂ poberenn harld kemudinn setelah kejadian -
tarsebhut lalu adae suret dard Mos)ichon ALL kepada Bo-
puk Camat yong hembuson suratnya bupada Kelurehnn Sobo,
yorig moksudnya dia menyoetujii tentang adanya pengaturan
oluoh Dapak Camat,tetani ftidalk setuju dengan pencntuan
Lotnk 4nn mohon direviai, dﬁn hal ini aompai solkorang
tidrk dnpeck torlnuaanajsahinﬂgm fiwbul gugatuﬁbsekmrnng

firy | e o e e e e e e e e v -

- hnhwva sakei tidok mengotnbul tontang asal usul tonon -
senpke tn di drleuh Busri Kelurabar sobo tersebut totaonl
sopepsatahuon enkst 20 jak klansie sakvn 1953 tanch tor-
sobut didalen pembulunn desa torcatnt antns nama R.Soe—
roso j; bhawn sonl ju{&.bﬂli tanal, nntara Moh.Bukir —

kopndn H.Asmuni enicnl tidoak mengainhuil dan Jupga sonl -

“Jual beli toneh sengiceta cntara . Sooroso kepuda om-

r

buntohnanya pihak T

by eoDY. tilrEtl-
cpaodt nongojut an Yolo copy Lue

purnt bukti yong teloh dicocoklenn dongon aockiya ser=

tn tolah Adimateraikan cukup ynitu berupt

P.VI/1. Surat Perjanjicn Jual Beli Wonuh dengmn Angsu-

------- ran antara R. So21080 {pintlc pertama) dengan
R pusripin (pihalk kedua) tortonapral ~ Mei 1977 3
VI R, Eurat Tandg Pondnftaran semuntora Tanab Jilik

~

— [ndonecin, buku Fendaftaran turuf C No. 458 -—

s s Ceeemen Faettondgeal 21 Sentember
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e I LGB 3 e ek e o e 2 e e
Bigital Repositony #riversitay JeRipetr -+
------ 000, - dari Moh.Baklr kepandn Musripin, tertang-
———— l ral 3=12-1978 § ~—memme—e --«—w--—-———-----—---———-—-----‘--—~---

Meni nbang, oshwa sclain bulhi-boltl tersebut o].c:;h
pihnk Tergupat VI don V1L tolah disciukon juga Sakeis -
aolervnye yong meding-mnsing dipersidrnngzan teleh wembe-

Fidien koterangor nlasd aumpar ynng pastn pokolknyn sehngni

| B JE s RIS e R e e e G i o+ et o e e e 1 e s et -
- Boksi lerpugoy VI ke=T 1 DIAMARSAZL @ —————7—=rmomems

— bnhvia takai mpeaoeriloun ko t;er"mn{qrm v samn sehagol-
mAnn keterangan dimana snxsi ditun juk sebagel oolosd
Pengmiant, yong untuk sinzkatnya dinngean telah tcr-

tern dolam patuwsen ind § smmgmroT s e — e e

Soakei ferymgut VII ke—l 3 MOSRIPIY 3 —-e-m=moemomssss

bahwa saksi kennl dengan kedua belah pihak yang be x--

PO THhra e~ e e et o 3 e e e e e e

bahvia sakei tahu tentang letok tonah scngketa didu--
kuh Sutri, Kelurahon Sobo, karens nalksi sebelum tanah

monjadl sengketa sekarang ini peranh menggarapnya g0-

— bnhwa soiesil padn nokitoar tobun 1977 pernah disuxsrh

olaoh R. Bonroso untuk menjualkon tanah eaplingan S6-

behvwlk 10 petak herlu trk 44 Kelorohan Pepganivrad ==
dongan ukuran 10 2 20 modengnn fara diangsur dan L
bhayar pada sotiop bulyn, sayn horuf menyc tor lkeurng-
annyn kopadanya dnn Jealouw sudonh lunae pemboynraony o
Lo Banmouap menongEvng pcn,g,;o]_u:n.-nn sertipikntnyn § —
- Selaku perantarn Bnya 1nlu boronaha mencori pembeli

don dard to.ah L0 potade tersebub sndoh hebid torjunl
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tppnhnys sondivl-S0adird § semsmetmmmmesmmmmmameT

: Digital, Remgmtgrylunme(nsmas JemBefubus suann -

naya Batecknan seluruhoayn lcopads R Soeroac kaocuali
Fanyn satu kall engsuron yang 2alum soya actorican -
konndenyn fenulii pengolunran voactiplkatnya, sedoog-

lrnn daxi 2ibhek pembolinyn sudab Suma malunasi poan~- -~

HNYARAAMYR. § ==t e e v - von
bahwa ®-ksi sclane borlangounsnym Junl boli tmneh Mo-
nlingnn di kelurahan Penganjur.a itu tidalk parnah e

Lihat ateasun 6lsorlilatken sertipilkotnya oloh R. Hoo

"8 0 ; _______________ e 0 e e £ A g e G St 84S g L B e S 8 s B G i Y S S S AR -

bahwn sekal tidek porneh tehu junl beli teonanb aenglia-
ta i dukuh Sutri, kolurahan Solin yans dilnjcukinn olml
ohe Bukir kopada H. Aamuni.; et e e o s e e
bahwa tornyatn tenah kaplingen yong sudah terjual -
torsebut dijuﬁl lagi kepada ornng loin olah kamanndial
P. Soeroso, echinggn untypk menqhihdari koributan ole
k. Soervso pihal pembeli pertowmn i1 Kolurohan FPongan

juran i%u digenti doengan %tannh kaplingan lain torle-

an ini npn pang telah

maegule didnlam pertimbRngan j

enimhang, bahwn maksud dari

adnlnh

o i mbang, bahwa pRda dasnrny

fe o v ey YOO

por oy ten Mejolit
kon apn-npa logi d

Mardmbang,

selnh jelns sohagaimann TeraTal

ol vy -
Hav-in manyasalenn BLAnK plean mendnd

nlom parkara ini Jdan mohon putuson

. e e --L'.nn 11 |';L.\ B3
oahwe untuic mompersingkat wral P

: e,
tercantum dolmm porita acars el nh
Tontiang . Pertimbangan Jaluuaya 3

pridkio e gatan Fongeugn b
AL AEE § IR
para Tergugat me N

. ) . MR
contang ndenyn tannb tangketa yang Scear
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do frkto kini AL o ARED, OBl kel Resmig el
&I R 1 o, mana adnleh pesale mililk Teriugnt-
Digital ReguSiioh UhIVErSIES Jember .
Monimbang, bahvid Penggugat merdalilkan jalab tanah.
anpalietn tersohut ndnlah ~telah mantindl milik pars Pangr-
vannt cajalc tahun L9788 aend moembel i dari ok« BokEY ——=
( termgnt VLI ) dan bahwa Moh Balei @ (Tarmugs’s VI1) mos-
poroleh tanah songretn yorsebut ool membeli dnri R.S06-=
roso (‘Pevpuont vI) pada tangeal 1 Fabrunri 1978 3 e
#enimbangs, bohwn para Tergugnh I,II,III,IV,V dan
VI} pnde dasarnyf merolale doaldd pokok gugaten Pengmniint
terscbut dengni alnsan-rlasnn sobaanl wapdldoat. ¢ oo
- Hahwae pnda mulanyn Terguant I,I?,III,IV,V bersamss =
sume dGNRBD Pengruiat 31,111 et oli BECATA mencicil.

kaplingan tanah perumahan di Kkelurohan Pengonjuren -

wopada R. Soero=0 (Torpugat Vi) § ——————m—m T
X geobelum lunas, lalu torjadi senghetn ansara R.HSo0xroso

(Terpugat v1) dengan intorn koluncgrnyn, schinggn p&~

ra pomteli xaplingan tersebut motgadakan musyaworah -

- ]G -

sifnt ponting/ sogora No. L00/213:./4064 .611/87 musyrwn-

robh omann monchasilk Vi3
1 manchasilkan mufakat hanw mosing-masing di-

R AW MR W R - . 1 .
dron donpeon Koobinga padas Bieinh sanpien . Solcn Py

T (R R S . .
i Sobo dengan bulceran terboanding masipg--mos
) i l

2 X 1lunaeg Jin 3
B . = -.Dl:t,ﬂrr_ ¢ : 33 .
ran semula Ai kelurahan Penignn=

B of o B

- Brehwa ntine deosar kescepalontan

k tersekutlab, malkka petugas

i leenmnt Cadn
feermatan Kotn Bonyawangi berdoma-cana dengon pe
ma-sana dengo ™

bwazes dard Kolvrahs 3 i (
wrahan Bebe anamkwrri (Carik Dese Soho),
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”\(‘ g nohen ke reme fen mnhﬂl“h dinnlorn merelkn ynibu oe-

LY

v NG

Di 9 ital Re pQSItQEy.hU A Ive I'SII;QS, Aem plQu[t.’.nL:=it L Vi)

1o nean vl mi
virnes Loerletak didownh Sutri Keluwwoaan Sobo, Knbupatehn
Boanyuvennged menjodi bagian-baglan yvoog dj.pefhitum_:k:m =
Arn diterinma sesueril oleh masing-—mesing pihalk yeng bher=
soprlenbnn,  yod hu scesang dengoan grusonr wloaran yang oi-
=arohsnn oleh aaked Dinmakeari (Corile Kelurnhan Sobo)
iz e plonnir Aelen burknd REOTICOLE § e commes e
i, Bdipwn nboe dasesr Dok to--Pakia yang NG
Lev daicetohed olebh mosing-mosing - o bugas Kecomnbon soce
Gie belurshan setemprit Ltulah, mekee para Tergueat menga--
send basian--bagiangs noains-mnsing atas tanah scogleta
toirsetut saeara built=bail hingps lGod 5 --—seses ciiame e
Mz tidaklah samo sekali depat dibwlctilkan kalav porgs -

Tergueat (0.1, 1X,110,0V dun V) teruebut teluh memasukl

tonpe seijin pomiliknga atuag terah tersebut (Pihok Peng
e as {) ; Ao i e e i e i e e e P A e S e e e e S| i e e e e i e R

“e= Bopvn Surrat Radetd, 1?.1,[/'.1 danh P.17L/1 adolah surat —-

- 1~

dord poda Fusyavwnrah dirntoarn pars qembeli kaplingan -

dicesa Penppnjuran ( Jalan A.Yoani ) milik Toxgugat Vi,

Sooerono tOrBODhUL . o mm e e e e
Sehingegn oleh karcenanya malta unsu: pc)nﬁy:lratmﬁ penwiaran
terroleaud Earuslah casual dengan Y ogeprbatan Semuea yoargg-
ne ranngkuten yalto banah tukoaraonya + 2 X luos Kislingao
sem)a, sosunil dongrn gambar situesi kaplingan tanaly -
R N L e 4 T Al I L o e et L

Menimbrng, bahws berdasarkan partimbangan terscbut
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5 tenen senpglecoto atas dnsar Surat FPorvjanjinn Jual boeli -

Digital, Repositany, UNMeraias embe aap: ¢ ai- -

\jf\. 1NN r"k':_,n § e e e e e e e e
fonimhang, bhohwa lain dari poda o, kedudolose
Fenppugat L omorboli tanah kaplingnn dardl derpgugnt Yol -
yonp toernyaba pznaeplannye masih doloan sengloe bn antars
e lunrga hol, mana poda helkeltatnys odalah cenderung mop-
Jrerdd re&.lik‘.tl divri padn Penggugut 1 sandiri yeng kuraneg

pengunnbton da i pada pemililkan trgnoh aenglteta yong in

!Jf; _]_ 1 'bQ r‘:](:,hn t-' T (o A S e e R S A e I

Jirlrmimhrmg,. ].)-'.t.h\’J{;L dintas tolpn diper'bimbang;knn Bl
warannya hingea kini petok milik #onah sengkeln mausih
et uthf_.'; nasan Re Booroao (Uergeett Vi), nasun tudnh
dioknd Rebennrannyn kalew tonel tovachat telab dibagd--
bagd menjadi kaplingnn yang diperuntuldcan masing—-masing
nihnk yang borsansicatan @eauail deoyan lkeaapakntan di~ -

Kecomatan Hanyuwanpgd seperti telnh jelas tercatot dalom

) © ¢gambAar ukuran kaplingnn yaag discerchkan dipessidangan -
s

1ty Peegpugnt noopun Torpgugnt, jugs hevdapat pursosuainn -

i . ' el s i s i S
o \// yrnge mell L i} sommseme et e et s T

g b - S o bopw s o din
L = perm) wenr) nepdddle Eapsh sepglkets ndidak Ho <oirono

(it VIR SR e SRR
’ e 2 o)y ey s,
v Peonpmurnt 13, DL day Gevpogat Vi, heratma pamn fe

wat 1,101,111, IV dnn V samo-soes sohagnl oonl pembel

=1
canlingan tounh 0i 2asa Fenganjuron oilik Tergugat Vi

[ ReSoeapmg) § sesiscssetms s o

- isabphkan nerngolsmi kegagalnn penyalesadan pembolien

-

kaplingan tennh di Desa Penganjnoan torsebut sehngoed
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Poppusat V) moden lialiblcanlah dengon penulkaron & A

L : :
Dlglté}.iﬁte E%%!ﬂtr(? {;XF\HQ;L\:{ne rt%ktpﬁ‘\sug:@mpe%.rwe gt YL

3 yanpg terletak diduvkuh Sutri, Koelurahao soho senerhi
soabar 8itunsi knplingan yong dibunt oleh Dionmrlasszrd
| (Crrik 'vL.E‘.']_'ur';lfu‘ul. sobo) Do weae pebhean dari Keeanntor
Ko hn Hénynwungi. hal manna matoringn dihenackoen oleh
samun pihade ynng berpericara 5o - e o S e
Menimbang, bahwa surat bualkcha .11/l ¢énn I-".JZII.}’I
' torsehut diatoe sudenh dipertimbosngiknn adelnb _l::i.c‘lnu; ad:
pnt didndikan dasar pemililkan Aatns tanch songsketn te:
sebut gebhagalmann téln.h ddurnllcion tentang asal vsal
rongkaion kejadian permasalahonnya dinntnra somua pi
hale yang. _i)(;ralmlgl<.11trm ot L e e e e
Mmanimbnng, habwa terhadap semua rangcalan permn
: - .
r'.n'.‘.:ﬂ.hn.n.(ii..-m‘l‘.urm. parn Feagmuent denagen Terrugnt-ter
gugat poperti terurni diatas, meke menurut lcenyonboan
: 4
HES OWVSTIRVE aneragy, e
o - T ez g i
T e CemmvEe
i - P31y HYTTNaay
il =* P39
i [
i“' ‘ung oy WENBYH ‘tquuﬂnuﬂumﬂﬂﬂﬂlqul
.;' B "AI GUHTELI O T o0
:hA nqbﬂnﬂxnm vaug wwp Guidndiuog weuuy 'Tﬂvﬂﬂﬂumu»uxg;iu
fﬁ ~ug HVITOaEV ‘ognedduy wemey vaud oo TITPLYTP Ulisitiop
]

] s PP 3 , ¢
inqostod uNieY WINUEH YOTTO WA MNIUN LHNQLHY UHuapTs

~tod waTuptp wsyduoniy wvanl ngr Tavy oped e W g0

-k‘"'“ ’ o
X e T . : PR L 1o cat i D) rev n
;"3 1-1-{» “U.U’JJU v uw |}mH nJIU DLt f-}u Fbﬂlﬂ—-ﬂ 4 FE'UUI ¢ Hh ﬂ!r‘-s { 1 Ly H L
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PSS RGN DA BSSLEIRRNY S ONTR TRCSe. ALY UL SRS SN LR At ¢ S s B i S S TR 4 £

‘YIYGnW Snbvg VQTI T 3 281 “;Itpxaq TduumnAuwig T.zfdm\j rﬁb r
L e sR20RLREROSTOTY LNIVersitas Jembe
if - ﬁ??{iﬁ‘sf?—:' ¢ORauy upud fuy unsngnd UMD YU TWOTH IR
b ;
:' mrmmemm s L (UETENL 903 LBWTYT aqta uap ynod 3 s
;g ~f006t ey tdu wulungon UURIUNY CUXed TR TUTY LUty Yuwh
k]
1 taua ot wfetq Turquin sngun gui oo og WO T B
j;‘ e ettt I BT e TR U R T B g TR
3 S O T
i a1 B 4D 1A (4 WS TV R P B B G E R N VA7 25 108 ST P
| i -.J;:.:n:'_i waangvaod uaadiy qupﬁ UMY Wl AnE U T
"'"'--""'"'";'""'""""'""""""“""‘ Puamnixed sodYuo IuLuauisw oy un
e WRAYTY NPT Uk HUTO3 P jngmd qudadiusg woeqguway
~- WENG wAUBULIUIN YD Oo tdduyyoa fuluuenoefail Trpap auxng
= OO UUNTRAQUIeW GadHD XIPTY FUT TUY wulup judavvueg
HENLEd um ug yuTsaTol Hmwm"‘wmiwxp 1O EL DY uuLuuq Wiy @ ou
e URHULQHTY0d WAlDE VUNIVEEPI Q. WwaYg  ‘Yurgurtuoy
e emmece—nem e GEL LW OQOBI0Y TS IWUN I DG BUNL Shits
e W-HUToUW Yo Lo vy wuumpupai VUG U T "Pud g om Xt
- P e

DLCATAR disini, banwe isi putusan foocebot diakns (_zz‘;nf.
’5”1;'—"‘-"' Aepran aannya Suaeol TN 'r-’e_:;u_\-:t::w B
isi putusan tovianggal 20 April 1482 No. S0/ Patn,
G/J_QB"/PN Rwi , fiwlah diborilanukan koepoda Do
gat LV (Mawahibul Wahil) pace banggal toersoebug
diatng «-

PICATAT disini , bahwa berhadap putis - torgebut dintas,
-.—‘Hf‘h'?l"\tr‘lﬂﬂ\ dongmann “ldﬂ“yr!, Risalrh Pf-]ﬂ‘{ vEadaie | e
mobon i Banding Sertangaal 00 fpril 195 9 N, wre
PALGALABR/EH Bt~ No. 12/ 1, /B0 10l b i
nleh :.(.u.usm Fonpgugat (Ismail 2idwan) r.u.J.nh AL u-
kon parmohonni bhending padn Longgal tersebus die

atns .-

;i -

Poanibern=pengaan by

el -
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d

2

DICATAYL disini , babea permohonan busuiing terscbut diatas,

@?bﬂﬂa?mmqm EurntgFamefiﬁghmcaﬁ Fﬁrmohodun houn--
ding tertanggas 30 April 1940 No. 96/Pdt.(./1988/

PN.Bwi, telah diberitahulcan kapada pihal para Por-

aurat pada tongmal Sersebut ciatas .-

Biuivi bori-- |~‘QI)[.{|'5"!'H;.1 '
Ao de J

DL

DICATAT disini, bahwa Foto copy turunan resmi dari putusan ter—
ﬁebut diatas, atas permintean Tergugat VI (R.SOEROSO) di--
erikan kepadanya pada tanggal : 17 JULI 1989 , dengan pen
Jelasan bahwa putusen tersebut belum mempunyuai kekuctan
hukum yang tetap karena diajukannya peruwohonan tanding ole
kuasa Penggugat tersebut diatas .-

Penitera Wepala
Pengadilan Neger%,ﬁan“iwangi

B ks
Z0ILA T TR 55
O {4 il

11

& A NS TN

PENGADILAN TINGGI
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" UDigital I“—‘QeE)osiitory Unijversitas Jember

TANGGA 1207 JANUARI | 1990
N OMDOR : 901 [FDT /1989 /PT.SBY.

DALAM PERKARA

PEMBANDING 2 o L ASMUNT e MASLICHAN AL e

By RoAZABD RARTNG . s o

_( PARA PENGOUGAT I.5/d TXL Do

TERBANDING @ _L.MGH, SAJIDT, . ZMASTIR. ISUATL
_ 3 SARWANT, A MAAHIBUL WAHTIB. ...
5.NCH, THOWTHONT, 63 R,SUROSQe .
PUTUSAN PN @ BANYWaNsl. . ...007:i7 0 7 vy

TANGGAL ; 11 APRIL 1039

NOMOH:M%ﬁﬂw¥ﬁ@ﬁﬁﬁﬂh;_

= 4 R U X AN
-

SENGADI [l TLN"GI JAWA TIMUR DI SURABATA.
vy, 901 / ¥DT / 1989 / PT.SBY.
P ANG G A L . 20 JANUARI 1990

I 851 . n DALAM POKOK PERKARA ¢
MZNGUATKAN PUTUBAN HA-

KIM I PERGLDIIAN NEGE-

RI RANYUWANGI DALAM PER

KARA NO.96/PDT.G/1988/
AT T mANCGAT, 11-1\1’311'
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LR i =

DING INI."
Digital, Repeository Universitas.Jemiyér. =t-
PANITIRA PENGGANTI : KOESNOWAHDdWO.SH.

R \/
N S /
ST

R

PUTUSAN

—

GE\ N0.901 / PDT / 1989 / PT,SBY.

;i DEMI KEADILAN EERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADIIAN TINGGI DI SURABAYA, yang mengadili ---
perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan $ingrat ————
banding, telah cenjatuhkan putusan sebagal —---—=-------
borikut dalam peplara )i srafes=sRo—ap—emommamEEmmmsT T
Joet 1, HIT RSMURT, Ssmsss——w—gromuEsrmmsgmemomm T
pekerjaan bengkel, bertempat ----
tinggal di jalan Letjen S.Parman-
No.7 RT.05/RW.01 Kelurahan Sobo,-
Kecamitan dan Kabupaten --------=

Banyuwangl j ==——=—mo-—mesmass=—s
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————————————————————— di jalan Riau Gang Mutiara ------

Digital Repository WJniversitas. emhas ten, -

————————————————————— vepooamt tan dan Kabupaten —=—-——--—=-=
--——{ ———————————————— Mmayuwangl i ~—omomesmsmses o
m—e— 3. R.A.ABD.KARTM, =--—=-=-—=====—==-==———oo—o=—=-oo
--------------------- peker jaan Pegawal Negeri, ====—----
———————————————————— bertempat tinggal di jalan -------
———————————————————— Citarum RT.12/RW.02, Kelurahan ---
———————————————————————— Panderejo, Kecamatan dan Kabupaten
———————————————————— Banyuwangi, yang dalam hal ini ---
————————————————————— mereka diwakili oleh kuasanya”————
oo i i bernama Ismail Ridwan, Pengacara -
———————————————— {_—-- bertempat tinggal di Jalan.—-~————
--------------------- Ikan Paus No.18 Banyuwangl, -=-----
----------------------- berdasarkan surat kuasa khusvs ---
= 2 =2

1 24 Agustusn 1988 dan tanggal --

September 1988 3

PARA PENGGUGAT I s/d —=-=7=77"
PANDING ; ——-

i s o e e e =

PENGGUGAT II1 PEM

..._._-.__._.-..-__..-.-.__.

- s e g e | S
- ——

.-——— 1 .MOHAMAD SAJIBI,
Anggauta TNI /AD bertemp

gekarang jalan

at tinggal -——~

) s o e e 5

- ——

4% jalan Pa jang,

- ——— —

e i 7

--------- Agus Salim No.20, Kelurahan
p - a bupaten -
'“};_T;QEN --------------- Penganjuran, Kecamatan dan K2 ?
» B T T T e
'aL% ————————————— Banyuwangi § —emmmmmeT
% et OSBRSSO BE
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K \\“W F‘: : ; ‘bertellipst b V22200 T

‘ it e S ———
ot

- QNVUN ———————————— Karyawan D2pag.

Digital. Repository hitrsiEitds I

Kecamatan dan Kabupaten

E%urahan -

———————————— Soto,

—— i ——

S e - — o
o ————

few= 3.S AR WA ) i

Ae di e
karyawan Depag. bhertempat tinggel

- -

¥ =
pusun Welaran RT.12/R¥.04 Kelurahnn

matan dan Kabupaten -

S

o= 4. MAWAEIBUL WAHLB,

varawan Pemda , bertempat tinggal db -

-
jalan lmam Bonjol No.T73-A Dusun Leba

Kelurahan Tukang kayu,

Ry . 0% /BW.01,
amatan dan Kabup

aten Ianyuwangl § -
Kec

- ———

= - =

.
¥

Purnawirawan Polri, bertempat tirggal-

di jalan Letjen Haryono M.T. No0.25 —--

———————————————— BondowoB0 j —=——cm—mmmmmem e

==== T.MCHAMAD BAKIR, —===-—mm e
—————————————— Pensiunan Pegawal Depag, Ller cempat =--
——————————————— tiaggal di Jalan Adi Sueipto No.133 ~-
Rt E R¥.09, Kelurahan Sobo, Kecamatan -----
| 7 i;f:ﬁffag --------------- dan Kabupaten Banyuwangi , —=——=——-—ao_
i?) N R S —— il PARA TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII
\"’ N ez A TERBANDING ; ==--mommmmmm e
‘[ \\.'VYUWP“). emm e PENGADTIAN TINGGI TERSEBUT ; ~===-—coocmmmmmeo
S Telalk membaca semua berkas perkara dan -------

weurat-sura t yang berhubungan dengan perkara ini ; ---
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Serddl b ARV LWLV AL LAt Al e e e s e

f —————— Menguuip wralan-uraian tang 1. dnd o
| Digita| Reposito y Universitas jeaﬁ‘ibe Hi
1 alan turunan resmi dari putusan yang

diajukan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam ——c—e— e

perkaranya kedua belah pthak dan yanz telah —————ie—w
| diucapkan dimuka umur demgan dihadiri oleh —=—c—————-
| Kuasa Fenggugat dan Pavra Tergugat, verxecuali ————-—-
; Tergugat IV pada tanggal 11 April 1989 ———-mmmeoo__.
No.96/PRt.G/1988/PN.Ewl. yang amarnya berbanyi ------
8ebagal berikut § ~————mmmomm e e m e e ———

i Menolak gugatan Penggugat

. et —_ —_—— —— -
e p— —_—
"

Mehghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara --

J Xapgunﬁpn?:“k{n* Ailnarhitiinalra - o~ b el 1s

/‘.6(‘“&“‘?‘\ yempaca berila acara yang dibuat oleh
o . : |

thkli GW#ﬂrite:a pargadilan Negeri Penyuwangi béhwa pada ---
A !“‘I ) s 4 A

74

———

tanggal 2. April 1989, Kuasa Para Penggugat

3 1 = 1y' s
a P nya
jukan permohonan gar su ya perkara

putus oleh Pengadilan -

+elah mengd

melawan Para Tergugat yang di

Negeri Banyuwangl tanggal 11 April 1939

No.96/?dt.G/1988/PF.Ewi.
pemeriksaan tingkat banding ;

diperiksa dan diputus -----

dalam

------- Membaca berita acara nemberitanuan —---=-="""

21 PE—
permohonan banding tanggal 14 September 1989,

tersebut telah diberitahukan

——— ———

bahwa permohonan

= T o VP L=
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------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM --========7"

| Reposiiany:hdnpsersitas Faspfperronenan =

pemeriksaan banding Kuasa Pemtarding ( semula Para -

Penggvgat 1 g/d Penggugat I11 ) diajukan dalam ——---

——

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan
oleh Undang-Undang dan dengan sempurna diberitahuka:

kepada pihak lawan dan syarat-syarat ladn telah ===
E dipenuhi maka permohonan banding ini dapat diterima
b e M=nimbang, bahwa dalam perkaia {5l Pare —===

Pembard ing ( semula Penggugat I o/d Penggugat III )

-_— e — ——
——— ——— —— _—

P Pepepgl T - LI R eTResTTTTToTTTTTTT

—————— Pertimbangan Hakim I tidak benar karenza ---°
tida% mempertimbangkan eksepsl I - II dari Para --

- Tergugag yang divakili Tergugat VI ;

g

PO ( ddwakili Tergugat VI ) adalah ===---m-mms====-—ea
O\ I. terhadap Penggugat I - mengenal cara-cara -—-----
_‘fterjadinay jual beli antara Pergugat VII dan -—----

!O.,n
/' Penggugat I tidak terjadl didepan PPAT, sedangkan -

§$&é§ﬁ§§ﬁ/

II. terhadap Pengggat II - Penggugat [l =i
menyangkut pemiliken dan kavling atas nama 7 orang-
termasuk Para Tergugat I s/d Tergugat V melalui ---
muayawarah kekeluzrgaan dengan Camat setempa% —————
dari Kelurahan Penganjuran ke Dukuh Suiri, --==-=--
Kelurahan Sobd | ——=——m———e—m——tcemm e m e —m—— o
—————— Pahwa karen:. eksepsl I - II menyanzkut -----

pokok perkara maka eksepsi para Tergugat ( melalui-

Tergugat VI ) ditolak ;| —=-==memccmor—cc—cseccacns=

Dalam Pokok Perkapi ; ——-——m--—m--mcccmmemme—e————————
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—————— ranvia pertliivdangdall ndadlilil L ouldall JVellal =====

Digital REFBSIOR} Ofitversita¥ Jefigarees o= -
Carik Desa Sobo Banyuwangil dalam jual. bell tanah --

milik Terguga: VI dengar petok No.F.459 persil 62 =

S.I1I = antava Terguzat VI dan Tergugat VII -————=-

Machfud - Penggugas II - Penggugat III tanggal =-=---

i 12 April 1378 telah menylimpan 4 lembar petok —=—---
atas nama Tergusat VII - Machfud - Penggugat II ---
Penpgpugat TIL § s——r—mmrrmo——emem oS e m S n o s me

Saksi Djamaksarl yang mengetahul letak tanah --=----

sengketa di Xelurahan Scbo, Bukuh Sutri - luag ----

700C m2 eedang dikavling dan yang ménguasai adalah--

7. orang dengan luas masing-masing tidak scuwa ; ----

Pengzuprat 11 - Penggugat III - Tergugat I s/d —=--

;%% di jusis Bada. Peaggupgd tH BN —— T S o o SR oo
\\C> urat bukti PcI/7udibedarkan oleh Tergugat VI —--—---

ang ditanda tangani saksi Djamakeari ‘disarankan --

Z?g{pada para pembell untuk peralihan hak pada PPAT / -

. Camat setewpat untuk pengurusan sertifikat

L ——

.
]

--=--—-- PBahwa pada tahun 1%87 Para Tergugat I s8/d -~
Tergugat Y mninta bantuan Camat untul: menyelesaikan-
- perpetakan tara: di Kelurahan Penganjuran yang ----

sudah dibeli dari T.VI tetapi gagal karena telah --

AR S
aﬁﬁﬂ' ¢%xdijua1 lagl pada orang lain ; ————memmmmomoo___
| ."IJ-.. 7 \-i‘::"“‘.
;&: e ———— Bahwa kemudian diadakan musyawarah dengan --
b

2
\\1- _";4rbtﬂe 7 orang tersebut diatas yaitu Tergugat I s8/d —==
-‘" 4 ?"‘;j‘ T

‘Mtﬂlﬂl“ Tergugat V, Tergugat VII. Penggugat II - Penggugat-
BT Sertg Tergugat VI dengan kesepakatan 1 } 2 =-—-_

berarti satu kavling di Kelurahan Pengarjuran -----
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Xecamatan / Kabupaten Banyuwangi kemﬁdian

Digital<RepesitaryddnivaisitasJember:

———— e

——— i ————

dengan petugas PPAT / Camat sehingga se .esai ————--

namun Penggugat IT msih mengirim surat tertanggal-

1 Desember 1987 mengenai .nohon revisi letak ———————

vanah miliknya

——— o — —

——————— "Imhwa ternyata baik Para Penggugat I s/d ---
Penggugat ITI ( Pefiggugat I telah mendapatkan ——-—.-

kavling dari Tergugat VII ) serta Tergugat I e/

Tergugat V - Tergugat VII di Dukuh Sutri Desa Sobo-

Kecamatan / Kabupaten Banyuwangi sebagai --

pengganti tanah di{ Kelurahan Penganjuran dari

Tergugat VI - sehlingra surat-anrat hubsdi o

—— s -

———

TT I

Kecaratan / ¥zbupaten PBanyuwangl ; ---

alat bukti lagi karena kedua fihak sudah ---=--- -
mendapatkan kavling di Dukuh Sutri Desa Soho =--~-
—————— Ennwa walaupun Penggugat II masih —=-—-=-=
mengajukarn keteratan terhadap letak tamah ------
kavling wilikrya mamun karena telah teriadi ----
kesepakatan antara ke tujuh orang dengar =———-—---

Pfersurat Vi s«dangkan letak kavling gudah di ---

Dukuh Sucri Tesa Sobo, maka menurut '.emat kamil -

keberatan tersebut harus dikesampinglan karena -

mengrnai letak tanah kavling yang semula oleh --

‘,f':mw\‘.
AM

Py

ketujun orang tersebut sudah disetujud

didepan-Banat | sasee—=s c— eaagm— =

- e .

5;} —————— 2nwa verdasarkan surat bukti T.VI-1 ----
~ oA ; _
“TAyuwh”"  telan diadakan perjanjian antara Tergugat VI ---

dan Musripan nenyangkut 10 petok tanah yang ———

terlntale di Deaa Penganiuran dengan angsuran —-=-—
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20 X yang menurut keterangan saksl angsuran ---—-
Digital Restsitory Univesitsitad Ieniteftan tunes -
maka akan keluar sertifikat ; ternyata tanah ---
kavling tersebut sudan terjual dan sudah -=-----
ditayar, kecuali 1 X angsuran yang belum -==----
disetor oleh sa<ai pada Tergugat VI menaﬁti ———
kelvarnya sertifikat namun dari pihak pembeli --
sudah dibayar lunag ;| ————————m=mmmemm e ———————
—————— ahwa darl keterangan saksi Musripan ----
juza dapat dizambil kedlsipulan bahwa ke tujuh ---
oranz tersebui disetor ( termasuk Penggugat II )

sudah membayar lunas pada Musripan untuk ---==--

sebagai pengganti Kelurahan Penganjuran sehingga -
keberatan-x:beratan Penggugat II terhadap ------~~
! letak tanuh kavling harus dikesampingkan j -------

—————— Fanwa berdasarkan hal-hal tersebut dlatas -

maka putugan Hakim I diluatkan ; —=——-=s-o-=s-sa—as
—————— Fahwa karena Para Penggugat I s8/d ===--w--a
Penggugat III ada difihak kalah maka dihukum -----
membayar bl.ya perkara dalan kedua tingkat -------
peradilan ; ——=-rme—mmemmm e r e e e
------- Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang --
dan hukum yang bersangkutan ; ow—=—-- ey SR i
--------------- B NG A DI Ll wseewscacaanasas

T — Menerima permohonan banding dari Kuama ----

Pembandinzg ( semula Para Penggugat I 8/d ———-——--=
Penggugat III ) ; ——----=mmmmmemmm—mam m——————————

Dalam Eksepsi I - II: —-=--—mmrmmmm e

—————— Membmatalkan putuczn Hakim I dan Pengadilan-
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o —— —————— 1 ————— ———

—— -

Menguatkan putusan Hakim I Pengadilan

Negeri Ianyuwangi dalam perkara No.96/Pdt.G/1988/-

—— - ——

PN.Bvi tangpgal 11 April 1989 yeng dimohon

e e e o —————————————— o ———

banding ini ;
Menghukum Para Penggugat I s8/d Penggugat III

——— i ——

membavar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding adalah ~-=-==

- 9 -
tanggal 20 Januari 1900 sembilan puluh, 0leh —__

Ny.D.Saraeswatl,SH. Hakim Pengadilan Tinggi -—-o__

selaiu Hekim Tunggal, yang ditunjuk untuk =—-——e__

cdan mengadili perkara ini berdasarkan-

n
o

mexzerik

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggli Jawa -—--

18

¥

b )

e ] Januard 1990 —-eemmmm e

w

i
Timur tanga:

B

f No.59/PDT.PEN/1990/PT.SBY. dan putusan tersebut-
diucapkan didalam eldang terbuka untul: umum ---=
pacda hari itu juga, dengan dihadiri o0leh =—————e-z
Koesnowandowo, 8. TFaniteras Pengganti, ~~e-e——aua.

tanpa hadirnya kedua belah., ——eeeccecc oo

Panitera Pengganti, Ha k i nm,

HA e

( Koesnowandowo,SH. ) ( Ny.D.Saraswati,SH, )
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ARt e et o g T b ey v |

Redaksl putusan band ing Rp. 1.000,~

Digital Repasitory dtaiviersitas JEMBET i 1 ooo '

B T e § 4 wie aies sssvsas RPs 900, ~
AdRdnlateasl .. s 050 tme e e +ees Rp. 7.100,~
Jumlah ------ LI RPO1000OO,—

( sepuluh ribu rupiah ).-

Uotuk s2linan sesuni dengan arlinya
Diketvarkan untuk dinas
Pengaailan Tinegi Jewa Timuoe

: =2, di Surebuyw
/é/f‘)}‘;é%_‘u‘ranM/&.mﬁs g’
o ‘_."--.‘_,___ \\
ﬂﬁl 1 ﬁQM ﬁfﬁ /

/
l

DIQATAT disinid ,abaks

Autusan Pengedilan Tinggl Jawa-

8 Isi
Timur di 5urcsaya %ersebut diatas, sebageimana Su-
¥

4= s =3 : €=
tanggel tersebut diates .-

Panite

ABDULLAH

disini, oahw: terhadap Putusan Pengadilan Tinggi

Q

o

oo
3

Jawa Timur di Surabaya tersebut diatas, sebagaimana
Risalah Pernyataen Permohonan Kasasi tertanggal :

8 Septewber 1Y90 (Akte No, 16/Kas.Pdt/1990/PN.Bwi)
oleh Kuasa Penggugat-pembanding, jtelah diajukan per-
nohonan kasasi padae tanggal tersibut digtas .-

Paniterffpenggan4i ,

ABDULTAH

disini, baiwa permohonan kasasi oleh Kuasa Penggu-

gat-pembanding tersebut diatas, sebagainana Risalah
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi tertanggal 9 Okto-
ber No. 96/Pdt.(:/1988/PN.Bwi, telah diberitahukan
kepada pihak Tergugat-terbanding (termohon Kasasi)
pada “anggal tersebut diatas .- o

A3DULLAH
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- 11 -

4 F

DICATAT DISINI , bashwa turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Timur tersedbut diatas, berupa foto copy yang isinya
sesuai dengan eslinya, atas permintaan Tergugat-I/Terban
ding : MOHAMAD SAJIDI , diberikan kepadenya pada tanggal -
/6 OKTOBER 1995 , dengan keterangan bahwa putusan tersees .
but telah memperolch kekuaten hukum tetap karena perkafa ' |
dimaks:d telah memporoleh putusan dalam tingkat kasasi - |
oleh lahlkamah Agungz R.I, tanggal 31 Januari 1991, No.T K/
Pdt/1991 dan telah diberikan kepada pihak-pihak rang ber:
perkara,

“PANITERA / SEKAETARIS &
PENGEBELAN NEGERL BALYUWANGI

A e T i
(5 Ra ¥
f;ﬁ ‘e". > :' Y :( v
9 g . gl ‘:,.
__0_ Ju : ; . C‘Jg: 5 .'.'.P
{ . e . ek ; : - -..‘\T
TASMIN SEMADI PRANOTO, SH. i |
NIP.040012593. K
I ¢
BIAYANYA | o
Me teral turunan putusan hkp. 2.,000,~- i
Leges turunan putusan Rp. 900, == g
J u m 1 a h = HPJ2 3900y \E
: "‘l
i K
L g
f\%
. \ :
‘ "'l l'l \*
v A

.'/” ‘
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PENGAD!LAN XNEGZRI BANYIWANGI

TURUNAN RESML 7777

MAHKAMAH AGUNG KEPUBLIK INDONESIA
" JAKARTA

NOMOR 3 7 K/EWY 71991

/
PUTUSAN / PEHCYAPAK
DAEAM PERKARA 3
w—
tiad L ik - Ditis . - iz rssseon i
GEBAGAL - PENGGUGAT PEMBANDING J:TERBAMDING: = =

PEMOHON /< TERMOHONIKASASI

HELAWARN

= Tad = H ACHALGAD L R o= Hlisive H L
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SEBAGA! - TERGUGAT REMEANDING=/ TE&BAHDIHG e

PErolsny Y  TERMOHOM KABAST CH

-

: 1 JAGUARI 1994 .-
PUTUSAN TANGGAL 1 L i

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

b
1

Reg No. .. 7 K/Pdt/19S .

PERKARA KASAS! PERDATA

antara :

IF'-IJ\A,.
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7
Digital Repository Universitas Jember

SR { st T B0

PU T US AN

Rea.Mo.7 K/PLT/ 199

FIT RZADTL AR GERDASHAIREAN 0 TUR4ARMNAST CAMG FIAMA Fon
M A H K A A K AT =l A B

kea  orrkara pecdalba cdalam Lyrokal basasi LAt

mMengsnbd el DU Lusan senaeny o bear el s | A ) AR

g o HAJT AL, bews Lewpals Lamaaal di J0 . Ll aEsn
5

PBariman Bles 7 | R AL M1, 03] Kel i alhan Foeslo -

Kecama han dan Kataisa bern Fsamwriwg man

N

MASL TLHAN ALY bertemcab Lingas)l i J). R au

G i EasaEal Bl o] G i ;o Eslurahan | aleny,

Kecamaban dan Fabwonalen Fanvoms (gp = b’

S, R.A. ARD. KART, bear hampal, 1 twaEall oy WL G €
rum o RECDTZ B0, Falupahan Pandere s TN CTPRITT VA
Fan dan Kabupaten AANYUWATTE2)

Para Pemohon kasacsa . dab)u Para Penaouas i
Pambandi ng
m e 1 a w a n

L. HORBRAD 5

70T, bher bemoat. Linooaal dj JI o fen s

Sa3lim Mo, 70 Eeluraban Penganiuran, Kecsmaban
dan Kabunalten Fanyvi s ries

2. HMASTUR T5iliall o ber tempal ki mvetdad Sl JT . Bd i
Sucipho Mo 55 Melurabhan Sobe, Kecamalban das -
Kabupalen Ranwvinganai

3. SARWANT . bertempal tinogal di Dusun Welaran -
RLE.1I2 Rw.04 Kealurahan Pengaijuran, Kecamatan -

dan Kabupatlen Fanyuwangi

d MALIALITERIN LI v = = . i e =
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wangi

Digital R’epository Universitas Jember 7

S HMOHAMAD

o FCHEUEING T TUIC TIRTI T e L) [y naasl o B S T W
Tmam Firayaod fer, 75 Dy |oelak, kelwurabhan
Tigheara Kasru Kecamal an ctan kabups an [Fans-

l‘Jr'.l‘\f;l‘l

G. R. SURCSN. oarhenal Foamceaal o J1 o Il et =
Harvomo BT He &5 Roaeaieis

7. MOHAHAD. BAKTR, B kboanna b binaaal dy Gl ey
Sueipho Mo, 13535 Fee. o, kelinrahan Sobo. fe 2 oamii

Eainadzn eabniesbE R0Vl sl

Para Termohon Kasasi, dahuluy Fara Terancial s

Terl andiyna:

Mankamah Agune Lersebut

Membaca surat-sural, vang bersanakutan 3

Menimbang, bAahwa dari surat-suratb tersebut b v s b
Lhahwa ceakarane PRPara Peanclhon Kaasi sebagai Para Penadanoal
aeli telah menagugat =sekarana Para Termnohon Kasami  sebacial
Para Terougal asli dimuka persaidanaan Penaadilan Maam
Ranvuwanai vang pada nokolnva afas dali V=da)id

FRahwa Pengguaab as=li |1 mempunyal sebidang Lanaby cawal
smrluas + 2.R00 M2 a=al brli  dari Mo Bokir  tabun 197
terletak di Suhri, Goba. Ranvueangi . kanah 1ty hagian
peltok Ne.E.45% persil 62 HG.117 deanzan hatas—-bhatas CACTATOV I o
dalam gugatan, srdanakan M. Boicir membeli dari R. ST LA i

srbagarmana buldta crmael aual Dl Fanaaal 1 Februara H

vang ciketahui Lurah Sobo
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g iivwa 1§ afdea 1 fasetine sl
: . ' o T
beli dary R carozo bagaian peltok Mo F o aA45%

sawah

*
S 1 2 (T T PRI =TT <o [ lomsle ey cleanmdanm mer ok
FETA ). ol ol sreagusgal SR I TS (o T I S L
as. 1l it S RO k| e P mimodaan babasoleal e
sebaosimanag dalam o a0 i s s Lalicalees Eavmmh  dimicsimony], =l
r".=.: na men 1ac s sanaike s
Nahawa Eioa badang sauele, coaoke ba Larsabob sada Lathor
1578 btelah disarahian Teg paal. e 21 BN RITR S I | Yo Sol
pémhﬁ]lnya (A€ o B C T o RS O LY by B [ AP el T -, [ cdan W1
kemudian oleh Penagauaat as) VAT el Al lierm e iz P gz |
asli i dan  =aal Vhu fanah sancilEba dikelola Secara peogh
fleh Panmaouaat asdd T 0T dan YVED A darvaauasn ol bit Fiasiitiy

dibavar SRGAara palubh kews yiban RAE S ral s I = s o

tanpa seprnactahuan dan pErsEelguan Para R

pacda Laturn 1958 Laranh-tanah sencakeha Lerealod

subi dan dikuasal Para Teragaah As1i atas 1310 T@cauesal

;KT Larsatbint  drlier ol Barena Pava Terguasl,  as
Ty U1 TO0, TV NV mienu et i, albas senlse | daiy Lol aplinasin voane
Lernvala tanabnva sodah Lok Adasd Jual kepada orana laain

Rahwa  PRPara Panuaougst =510 La)al vl anag lkal ey, -

takan beberalan alas masilonva Paa Teraunsbl as: T 1 LT (Y.
namun Foyedoak dihirauikan  bahkan Lamaale  ada  paksaan Lok

menauacal tanah bersebut

Rahwa berdasarkan ala=an—alasan Ler=ebut diatas P

[ TN PR | 3 %

<
c .
// dan\m_ Abd Raryme Bengagaat, 0T, s la dencan HMoh.BRaki g -
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te v R e Mo bih'd 121 LR iidifa.sil ot g L 1L J0] LI A £ I Sd3] AN

italhﬁ‘”"pzosnory Universitas Jember

Dk an Pvrbavam . vl G Lamah smpakeba anbairs

Moh.Bakyr MTeraygast, Vi Chimri i SR Pl /R nraenat |
ANng dilawukan 120 PR T R saamtate eaby manucul,
Rtk
—~—
4. Menelrapkan hukum, SAatwa pRnauacaan oleb Para Tecawal |
L

\?EJT,TV,V atas tanah sanaketa. Lanpas narpunval alas hak

_%sah tdan benar, “Arenanyva bharus dinvatakan me)ananar

Pahwa hubtingan hukum vang berladi antara Para

Terquaat ] s/d V  denaan R Bureso/lerauaat VI adalah

merupakan kasus tersendiri barpa h%ruq melibabtkan Para

Pengaugat, karena secar. de Taclo cdan e Jurea $Ejéb Lahon

1978 Lanah sengkela =udah oikuaz=asi olel Para Pengguééi ;

6. Memerintahkan kepada Para Tertaumat T, s/d V ataw wsiapa
saja VAana memparoleh hak dary padanva untuk menaa naboa b
senua bend s miliknva vang Lerlelalk cdialas Lanal Larsaell,
untuk selanjutnva mencosonokan werka menverahkan secalra
baik-baik ranpa bheban Aapapun kep-ada Para Penoouaat

7. Menghukum Para Tercuaatl untuk mentaati pubusan RFengadi 1an
Negerri Banvuwanoi dalam ceckara inj :

8. Menghukum Para lr'erougat T =/d V untuk membavar R =

paksa/dwanasom sEpessr  Rp. o, o0, - unbuk sekiap (RETR

kelambatan atas penverahan Fan.h Lersatuk keparc'z Para

Peanasitea b catbal i iR ) oy S, SEEES TR A
[¥]

cary BB uiah BN a0 ) oy grr et g adsamsl dr Neagl e
ara serba et Lasun bvoer bhan - iy voor raad malaorg

Yo ket e Seel L b pen AL basas
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DRIEC 1 an VAN trs meEn s uhbkoan poor Lugsea e LA [SHCE SO T
ak Repository Universitas Jember
Alwa Leehadan sl lan | dpmmbag | Fanaadi ban idaane

w1 nelah mangaeba T polusan va) ho pulbusannya baoens

PR No .36/ Pebl G/ V3RE A e, varva amarmva bl

“sebagai herikut

.

= Fenclak augatan Parwanasl,

- HMerchukum Penaouaat trevlaaks TR S RN Iy i Asias rErlssir e st

hingoa ki1ni digearh; Liriealoan sehanvak Rpt d2 50

putusan mana dalam iy nokss bandrna alae permol onEn R

Panooaucat elah i 5 0 O 8 P el e gereed 0 Dy Doy e kv

denaan pubtusananva Lanical 20 Javmas 1S90 Fe 901 LR/ LR -

PT.Sby ;

BFahi.a sesudgah pculusan Eevrakhic end aolaber i Lahukan

fo

pada Para Pangougalb, Peabanng pada Lamnaosi 4 Saphember 9o

kemudian terhadapnva oleh Para  Peoagoos b/Pembanding  damasn

perantai-aan luasanva hkhusas, berdasaritan sural kuazsa khosos,
tanggal 24 Agustus 17287 diajukan  oermohonan  kasasi AT N
lisan pada Langgal VR Seobentar 1990 sebaaaimana Lernval

dari alcte permohonan kasasi Mo 16/Kas. Pal /19907 PN, R - WA

dibuat oleh Panitera Penaadilan Moageri Bsmnvuws Rl L e mekc-

Bahtia A dia =
T I I P Ty Beaa r"'”"’;“l"il-l o Ve byaanan na A

s ‘- e x = o “ : col”
16 Okbobes 1990 ialah dgiberd baha benband mamoar

Para Mandougalb s Pembae ol e Jukan Jawalya . mes

Moy kasasa wona G Lot e badpane et sae FiEcegach) 1an | il a
Banvuwangt péda Lanoaal 2% 00 b abar [ 70

Memmt g, [SEERAT g Ve Lo ey I sia 70 7 qua besed Lo

3lasan-3lacariva wana Lo lah elebveed Labukean bepacla i e Lana A
alas AL TN VA e

dengan sekeama diajalan dalam Lengoaand wakbu dan denasan aira
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oran kazasi beccabiut Toranl cdapal. dr herima g

ital.Repasitory. Lniversitas Jember i a
-a Pemohon Kasasi  clalam  memori  kasastdnya  Lecsaobi
PAC cnkokﬂy.:l ialah :

1. BRahwa perbtimban2an  houkum  Penoady ban Tioaal sebhisnalr nwa

telah mengakud adanva coaby hale varng Limbul Gan el elbal
pada Tarouagalk a«al VIT, Poarcauwaal asal T dan B30 choa

adanrva qual beli vana dilakukan Teraugat asal VI kepada

empal orang sudah diandaap sah menurub hukuom  acal

tinaaal penvelesaian adminislratarl, Letapi bternvaba poaom-
hell berkeinginan manyelesal ban lawal PPAT menemg ) feprmag-
litan, Karena Trrromigaal A=Al VI badak mau datama unbalk

menanda tangani akha wvany diserlulkan
2. Bahwa kereranoan saksi Diamakeard manaabahu’ Ietak bLaoal

senaketa seluas 7.000 M2 =sedans dikanling dan a1

menouasal 7 orana denaan Mials wvarng bidalk sama, VA

diterangkan saksy hersetnl adarees kanyvalaan pada LA

\% ouaz Erasal MLT. Parodugat @sal 1T dan Banceigat
“ - =

M anembe 11 bt 4 2 TR LE E (e 1 A horbae ol

1@5.81? Ermah yanda al soampalbb=halcan L8 Ky poesseday O 1 o I A W o TN
Ry | s
&ﬁjpz'mAQ [ o Bl {52 Bt UL RGN Tty ares (0] i U el Ik En [ s 1 AR T

sendr r i1 —SRas i, foradak ciAa L R G U /v P S S

perkiara selkarandg. i

MHenimbang, bahwa bardasarkan pEbimbangan-per banbarg-

an tersebut diatas, Mallkamah Aoung berpendapal bakhiaa permo-
honan lrasasi vana diaikan oleh Poera Pemobon Kasasi - Am a0

Acmuni dan kawan-kawan tersabul dapat dikzbulkan dan  mamba-
putusan Penaadilan Tingai Surabayva fangzal 20 BTN

90 No.901/PdL/19R%/PT Sby  vana menaual.kan  pulu=a

d1ar  Negeri Ranvuwangl Lanaaal 11 Apri) 19879 Mo, Fds -
S/ 198E/PN.Bwi cmr La  Mahlkamaly  Aaumg  akan  mengac 1
sendiri perkara imi denasn Aamar pulosasn saper By vang Tt

dicsebutlian dibawah 1rm
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siIG Ty LI a 1 LKAV INVarr3d T el «d W Sl ¥ N S M A e N A il = NECe Y = e e -

-

4 ; 1 1hak va ciil 2likan, maka harus membayar biava
‘Digital"Repositéry Universitas Jember

pPlkAlH dzlam semua tinakkat peracdilan cailk dalam hinabkal

pertama dalam bipakat bandina maupun dalam Linakat lkasaza

llemparhatikan pasal-pa=al ari Uncana=Undana  Ho. 14
t.ahun 1970 dan  Undana-Undang  HNe. 14 Lahuan 1585 var-a ber-
canghut.an

M F N G AD T L T
rienaabulkan carmeannan  kasas ST Para Femohon

Kasasi : 1. HAJI ASMUNI, 2. MASLICHAN ALT, 3. R.A.ARD. KARIH

Lersebul., ;

P t Lo, . T’ e e muiire n g = = fa =0 g=n LM L, e

DAN_HENGADILT SENT =

”wﬂ‘ﬁmpnvarakdn gugatan Para Pengaucat htidak dapat di berims
hﬂm{«

Menghukiim Para Termohon KaaaEin s/ Para

Penaguaal  asal
'émembayar biava pecvbara dalam sanua Linokatl oerodr Lan
Linakal kasa=i Vi iy betaphkan sehanyal
{ dua puluh ribu rapiash )
Demikianlah diputuskan dalam rapal permusvaws s
Mahkamah Aaung pada hari : Rabu, Lanagal & Jamoar 1?9ﬂ
dengan BISMAR STREGAR. -G.H = Hakim Adguna vang dir bunioke olelh
Ketua Mahkamah Mghng sebagal Kehbua Sidana, H. SYAFAR | UTEHAR,
S.H dan NY, H. MURSTAH RUSTAMAN, S.H = smabaaal Hakim=Halkim
Angaota, dan diucaplan obalam s chsng Lo b unluh i gl
hari ::SENTN, TNNGGQI 1 AnNUART 1”?# alely Helbuas Sidanma Lar
Sebﬁt, dengan dihadiry aoleh H. SYNTAR LUTHONM, S.H dan MY .

MURSTAH BUSTAMAM, 2. H - Hakim-Hakim Anagoba, DJIOKO RPOFRECH

5.H - Panitera Pengganti, denaan Lidak dihadiri oleh kedos

velah pihak ;
i—Hakim Anggota z K e L o oa
tta/ e/
AFAR LUTHAN, S.H BISHAR S5TREGAR, S.1H

titdy
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DIGKO FOERNOMD &.H

/ Wit T Beraustsizar
DICATAT DISINI , behwa putusan Kahiggh®hf AgunasRyde. gt al 31~

Jacuarli 1594 No., 7 K/Pdt/199 .lggfgﬁgg%i anh ‘kepa
da kadua helah pihek yang berperkare—pada-tanggal 15 ,
16 den 17 Nei 1994, sebagaimana tersebut pada Risalal-
Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 96/Pdt.G
/1983/PN.BWI. (No. 7 K'Pdt/1991) tertanggel 15, 16 dan
17 Mol 1994, karenanya putusan tersebut telah mempunyadl
kekuatan hulkum yang tetap,

Panitera~pengganti ,

ttd.

SOENARKO , SH,

DICATAT DISINI , bahwa turunan resmi putusan Mahkamah Agung R.I
Ini, berupa fo:o copy yeng isinya sesual dengan asliaye
atas permintaan Tergugat VI/Terbanding/Ternohon Kasasi
R, {UROS0 , diberikan Xkepadanya pada tanggal :_17 Medl

PANWITERA / SEKRETARIS
ILAN HEGERI‘BALYUWANGI .

| @\ @
L\ AT : -:l“',"f”' % .
y >
WSEMAM PRANOTO , SH.

BIAYANYA NIP,040012595 -

Meterald turvnan putusan Rp., 1.000,--
lieges tururan putusan Rp. 900, ==

Jg u m 1 a h 3 Hp- 1-9003“'"

XTI EDTTIIIIC
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